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: Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 256 ayat (1)

Undang-undang No. 4 Tahun 1998, rencana per-
damaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih
dari Y4 (satu perdua) Kreditur Konkuren vang
haknya diakui oleh yang hadir pada rapat per-
musyawaratan. S

: 12 PR/N/2081
: 26 Juni 2001

1. BAGIR MANAN, SH.
2. H. SOEHARTO, SH.
3. -Drs. TAUFIQ, SH.,M.Hum.

: Perjanjian Kredit

: Perjanjian

- Kredit

PERATURAN

DUDUK PERKARANYA :

: Pasal 265 ay_a_.t'(l)" Undang-undang Nomor : 4 Ta-

hun 1998

~ Bahwa berdasarkan perjanjian  kredit No.
283/R.K./94 tanggal 20 Oktober 1994 dst.,
Termohon telah menerima kredit dalam bentuk
Rekening Koran Valas dari Pemohon mak-
“simum pinjaitian sebesar US$ 1,430,110.00

— Bahwa, Térmohon telah memberikan jaminan-

jaminan Fidusia berdasarkan akte pemindahan
“hak ‘milik mutlak, sebagai jaminan No. 283/
RK./94 tanggan 24 Oktober 1994,

— Bahwa Termohon tidak melunasi hutangnya

yang telah jatuh tempo kepada Pemohon yang
telah disepakati dalam perjanjian kredit yaitu
“tanggal 20 Oktober 1998. Maka Termohon te-
lah melakukan Wanprestasi.

~ Bahwa, Termohon selain mempunyai hutang
kepada Pemohon, juga mempunyai hutang
kepada Kreditur lain,
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PERTIMBANGAN HUKUM MA :

— Menyatakan Permohonan kasasi dari Pemohon

tidak dapat diterima.

— Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI :

150

i,

Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan ke-
salahan Berat dalam menerapkan ketentuan
Pasal 10 ayat (3) dan (5) Undang-undang No-
mor 4 Tahun 1993.

Bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan ke-
salahan berat dalam menerapkan ketentuan
Pasal 265 ayat (1)} Undang-undang Nomor 4
Tahun 1998,

Bahwa Judex Factie telah melakukan kesala-
han berat dalam menerapkan hukum tentang
prosedur yang layak dan adil dalam pemungut-
an suara yang dilakukan dalam rapat kreditur
tanggal 30 Januari 2001 telah mengikutserta-
kan PT. Winner yang hutangnya tidak dire-
strukturisasi dalam rencana perdamaian.

Bahwa Judex Factie telah melakukan kesala-
han berat dalam menerapkan hukum yaitu
Pasal 263 jo. 264 Undang-undang Nomeor 4
Tahun 1998 karena telah melakukan pemungu-
tan suara berdasarkan daftar piutang yang ma-
sih dibantah oleh beberapa kreditur.

Bahwa pelaksanaan rencana perdamaian tidak
cukup terjamin dan adanya indikasi kerjasama
diantara Debitur dengan salah satu krediturnya

* dalam mencapai perdamaijan.

Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan ke-
salahan berat dalam menerapkan ketentuan
Pasal 278 Undang-undang Nomor 4 Tahun
1998, sebagai dasar hukum untuk menolak
permohonan kasasi yang diajukan oleh Termo-
hon kasasi.
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PERTIMBANGAN HUKUM PENINJAUAN KEMBALI :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat
(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998,
bahwa rencana perdamaian dapat diterima
apabila disetujui oleh lebih dari % (satu per-
dua) kreditur konkuren yang haknya diakui
atau sementara diakui yang hadir pada rapat
permusyawaratan.

—~ Bahwa scsuvai dengan ketentuan tersebut di
atas, merencana perdamaian dapat diterima,
jika disetujui oleh lebih dari % dari 13 kreditur
yang hadir yaitu sekurang-kurangnya 7 kreditur,
bukan % dari 10 kreditur yang hadir vaitu 6
kreditur, para kreditur yang abstain harus
dipertimbangkan, karena mercka hadir pada
rapat permusyawaratan.

AMAR PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALT :

Mengadili ;

- Mengabulkan permochonan PK dari Pemohon
PK.

— Membatalkan Putusan Mahkamah Agung

Mengadili Kembali :
— Mengabulkan permohonan PK sebagian

- Menyatakan tidak sah pemungutan suara yang
dilakukan pada rapat kreditur tanggal 30 Januari
2001.

—~ Menolak pengesahan perjanjian perdamaian
tanggal 30 Januari 2001.

— Menyatakan Termohon PK dalam keadaan
Pailit.

- Memerintahkan K.P.N. mengangkat Hakim
Pengawas,

- Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, SH. sebagai
kurator,

- Menolak permohonan Pemohon selebihnya
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- Menghukum Termohon PK untuk membayar
semua biaya perkara.

Jakarta, September 2001
Pembuat Kaidah Hukum,
ttd.

(Saar Sujiana, SH.)
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PUTUSAN

-Nomor : 12 PK/N/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah meng-
ambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam
Likuidasi) berkedudukan di J1. K.H. Wahid Hasyim No. 65 Ja-
karta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALFONSO
NAPITUPULU,.SH. dan kawan-kawan Advokat/Pengacara AL-
FONSO NAPITUPULU, SH. & Associates, beralamat di Kom-
pleks Ruko Tekstil Blok E2 No.3 Jalan Arteri Mangga Dua, Ja-
karta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus - tanggal 10 Mei
2001, sebagai Pemohon Peninjavan kembali dahulu Pemohon
Kasasi/ Termohon PKPU/Pemohen Pailit;

~Melawan

PT. CONCORD BENEFIT ENTERPRISES, Thk berkedudukan
di Jalan Cideng Barat No. 79 Jakarta Pusat, dalam hal ini mem-
beri kuasa kepada TIMBUL THOMAS LUBIS, SH., LLM., dan

" DROM, IDWAN GANIE, SH., Advokat Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum LUBIS, GANIE, SUROWIDIQJO, beralamat di
Menara Imperium Lantai 30 Jalan HR Rasuna Said, Kav. 1,
Kuningan Jakarta - Selatan. 12980, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 Mei 2001, sebagai Termohon Peninjauan
-kembali, -dahulu Termohon Kasasi/Pemohon PKPU/Termohon
Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat vang bersangkutan; _

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan temyata bahwa
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai :Pemohon Kasasi/Termohon
PKPU/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Peninjauan kembali ter-
hadap putusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 2001 Nomor 013 K/N/2001
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Peninjauan kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pemohon PKPU/Term0~
hon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut :
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~ Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 283/R K/94 tertanggal 20 Okto-
ber 1994 jo. Surat Aksep No. 283/R.K/Acc/94 tertanggal 20 Oktober 1994
jo. Surat Persetujuan /Surat Kuasa terianggal 20 Oktober 1994 jo. Akte Pe-
rubah-an No.416/R.K/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo. Akte Tambahan
No.417/ RK/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo. Surat Aksep No.
417/R.K/Acc/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo. Akte Perubahan No.
55/FL/97 tertanggal 12 Maret 1997, Termohon telah menerima Kredit da-
lam bentuk Rekening Koran Valas dari Pemohon dengan maksimum pin-
jaman sebesar US$ 1,430,110.00 (satu juta empat ratus tiga pulub ribu
- seratus sepuluh US dollar) yvang untuk selanjutnya disebut “Perjanjian
Kredit™;

— Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang-hutang Termohon
kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Termohon telah
- memberikan jaminan-jaminan fiducia berdasarkan Akte Pemindahan Hak
Milik Mutlak Sebagai Jaminan (Fiducia) No.283/R.K/94 tertanggal 20
Oktober 1994 jo. Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Surat Perin-
tah Penyerahan Barang (D.0.) tertanggal 21 Oktober 1994 (Bukti P-11)
dan jaminan pribadi berdasarkan surat Jaminan tertanggal 20 Oktober 1994
serta surat Jaminan tertanggal 12 Maret 1997,

- Bahwa berdasarkan ketentuan vang telah disepakati dalam perjanjian
Kredit, pembayaran hutang Termohon kepada Pemohon yang berasal dari
fasilitas kredit rekening koran valas telah jatuh tempo pada tanggal 20 Ok-
tober 1998 yang lalu;

— Bahwa ternyata pada tanggal jatuh tempo pembayaran hutangnya yang
berasal dari fasilitas kredit rekening koran valas yaitu pada tanggal 20 Ok-
tober 1998, Termohon tidak melunasi pembayaran hutangnya kepada
Pemohon;

~ Bahwa tindakan Termohon yang tidak melunasi hutang-hutangnya pem-
bayaran yang telah jatuh tempo kepada Pemohon sesuai dengan kefentuan
yang telah disepakati dalam perjanjian kredit yaitu pada tanggal 20 Oktober
1998 jelas nyata-nyata menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan
tindakan wanprestasi atau ingkar janji dalam membayar kewajibannya
kepada Pemohon;

— Bahwa meskipun Pemohon maupun kuasa hukum Pemohon telah berulang
kali memperingatkan atau menegur Termohon untuk segera melunasi pem-
bayaran hutangnya yang telah jatuh tempo sebagaimana antara lain disebut-
kan dalam surat Pemohon tertanggal 23 November 1998 jo. Surat tertang-
gal 22 Juli 1999 jo. Surat tertanggal 23 September 1999 jo. Surat dari
Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 20 Oktober 1999, namun Termohon
tetap juga tidak melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut.
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Bahkan melalui surat-suratnya kepada Pemohon antara lain surat tertanggal
26 November 1998 jo. suratnya tertanggal 7 Juli 1999, Termohon pada
prinsipnya menyatakan tidak sanggup atau tidak mampu membayar hu-
tangnya kepada Pemohon;

— Bahwa sampai dengan saat diajukannya Permohonan pernyataan Pailit ini,
Termohon tetap tidak melakukan pembayaran hutang-hutangnya yang
berasal dari fasilitas kredit rekening koran valas yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih pada tanggal 20 Oktober 1998 yang lalu dan sampai dengan
pertanggal 31 Maret 2000 telah berjumlah US $ 1,999,036.87 (satu juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam US: dollar
87/100) dengan perincian sebagaimana terurai pada surat permohonan;

Dengan demikian terbukti Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon
yang pembayarannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih; :

~ Bahwa disamping mempunyai hutang kepada Pemohon, berdasarkan infor-
masi yang diperoleh Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada
Kreditur lain yaitu . N
L. PT. JAYA BANK INTERNASIONAL (BTO/Bank Take -Over) yang
berada dibawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN), yang beralamat di Wisma Danamon Jalan Jenderal Sudirman
Kav.45-46, Jakarta;

2. PT. BANK KHARISMA (BBKU/Bank Beku Kegiatan Usaha) yang
telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),
yang beralamat di Wisma Danamon Jalan Jenderal Sudirman Kav.

, 4546, Jakarta; . _ T _

3. PT. BANK DAI-CHI KANGYO, yang berkantor pusat di Wisma Dinners
Annex Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 35, Jakarta;

4. PT. BANK MERINCORP, yang berkantor pusat di Plaza Mandiri
Lt.27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.. 3638, Jakarta; o

— Bahwa oleh karena nyata-nyata telah terbukti secara sah ‘menurut hukum

Termohon mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikit-

nya satu hutang yang telah jatuh tempo dan‘dapat ditagih; maka’ sesuai

dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahiin

1998 sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh

Pemohon;

~ Bahwa untuk melindungi hak dan. kepentingan Pemohon serta untuk
mencegah Termohon melakukan tindakan terhadap ‘harta kekayaan yang
dapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon, maka ‘sesauai dengan
ketentuan Pasal 7 ayat (1} a Undang-undang No. 4 Tahun1998 Pemohon
dengan hormat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas barang-
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barang milik Termohon sebagaimana teruraj daiam Akte Pemindahan Hak
Milik Mutlak Sebagai Jaminan (Fiducia) No. 283/R.K/94 tertanggal 20
Oktober 1994 dan atas seluruh harta kekayaan Termohon yang perincian-
nya akan disusulkan kemudian;

— Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 UndangUndang No. 4 Tahun
1998, maka dengan ini Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: berkenan menunjuk Hj. TUTIK SRI
SUHARTI, SH:, dari Kantor Pengacara TUTIK SRI SUHARTI, SH dan
Rekan yang berkantor di Gedung Centra Salemba Mas Blok. U Jalan Sa-
lemba Raya 34-36 Jakarta, 10430, sebagai Kurator. Sedangkan Peng-
angkatan Hakim Pengawas, Pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan
Pengadilan. Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengang-
katnya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dengan ini mohon
agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,berkenan mem-
bert putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukum-
nya; =

3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan Pailit ini menurut pertim-
bangan Pengadilan;” o o

4. Menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., dari Kantor Pengacara TUTIK
SRI SUHARTI, SH dan Rekan, yang berkantor di Gedung Centra Salemba
Mas Blok. U Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430, sebagai Kurator;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Ter-
mohon;

6. M'enghukl.lm Termohon untuk membayar biaya perkara;

7. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya {(Ex
Aequo Et Bono), |
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Rl tanggal 20 April
2001 Nomor 013 K/N/2001 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah seba-
gai berikut : - T | : _
. MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dati Pemohon Kasasi : TIM LIKUIDAS]
PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi), dalam hal ini diwakili
oleh para Kuasanya: ALFONSO NAPITUPULU, SH., PURNAMA NAPITU-
PULU, SH: RATIH PURNAMASARIL, SH., SIDHARTA W. NUGROHO,
SH., dan HISAR TAMBUNAN, SH., tersebut tidak dapat diterima;
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Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam ting-
kat kasasi sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum terse-
but in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 2001 No. 013 K/N/
2001 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pailit
dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei
2001 diajukan permohonan Peninjauan kembali secara tertulis/lisan di Kepani-
teraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada
tanggal 17 Mei 2001, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat
alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2001; (hari itu juga) .

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjanan kembali tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Mei
2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 25 Mei 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288
Undang-undang No. I Tahun 1998, permohonan Peninjauan. kembali « guo
beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat
diterima; _ : )

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan alasan-
alasan Peninjaun kembali yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. Bahwa Mahkamah Agung RI ferbukii telah melakukan kesalahan berat da-
lam menerapkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang
No. 4 Tahun 1998 sebagaimana dibuktikan pada fakta-fakta sebagai berikut :

Jangka waktu pemberian putusan dan penyampaian putusan kepada Pemo-
hon Peninjauan kembali tidak sesuai dengan tenggang waktu yang diatur
oleh ketentuan yang berlaku.

~ Bahwa terbukti sebagaimana disebutkan dalam Tanda Terima Permo-
honan Kasasi Kepailitan Reg. Nomor : 10/Kas/Pailit/2001/PN.NIAGA/
JKT.PST.(Bukti PPK-2), Pemohon Peninjauan kembali semula Pemo-
hon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pailit mengajukan dan men-
daftarkan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Ja-
karta Pusat tertanggal 12 Feberuari 2001 No: 07/PKPU/2000/PN. NI-
AGAJKT.PST. jo. No.24/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. pada
tanggal 19 Februari 2001;

— Bahwa terbukti Mahkamah Agung RI baru memberikan putusan atas
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali
semula Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pailit melalui pu-
tusannya No. 013 K/N/2001 pada tanggal 20 April 2001. Tindakan
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Mahkamah Agung RI yang baru memberikan putusannya pada tanggal
20 April 2001 atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permo-
honan kasasi tersebut diajukan atau didaftarkan terbukti telah melanggar
ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1993,

Demikian pula penyampaian putusan Mahkamah Agung RI No. 013
K/N/2001 tertanggal 20. April 2001 .yang dilakukan pada tanggal 27
April 2001 atau lebih dari 2 x 24 jam sejak tanggal putusan tersebut
diberikan (vide Bukti PPK-1) dan baru diterima oleh Pemohon Penin-
jauan kembali beberapa hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 30
April 2001 terbukti juga telah bertentangan dan melanggar ketentuan
yang diatur pada Pasal 10 ayat (5) Undang-undang No. 4 Tahun 1998;

2. Bahwa Pengadilan Niaga/Judex Factie terbukti telah benar-benar dan
nyata-nyata melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal
265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sebagaimana dibuktikan
berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut .

-~ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No.
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4 Tahun 1998, terhadap rencana perdamaian yang diajakan oleh Ter-
mohon Peninjauan kembali telah dilakukan pemungutan suara (voting)
dalam Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 yang dipimpin oleh
Hakim Pengawas Ibu. Ch. Kristi Purnamiwulan, SH., dan dihadiri oleh

— Tbu Tutik Sri Suharti, SH. selaku Pengurus;
— Pihak Debitur sekarang Termohon Peninjauan kembali;

- — dan para Kreditur Termohon Peninjauan kembali yang terdiri atas :

1. PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi) sekarang
Pemohon Peninjauan kembali;

. PT. BANK TABUNGAN NEGARA yang diwakili oleh BPPN;
3. PT. BANK KHARISMA yang diwakili oleh BPPN;

PT. BANK JAYA INI'ERNASIONAL yang diwakili oleh
- BPPN;

PT. BANK DA-ICHI KANGYO INDONESIA;
PT. SIGMA BATARA; o
~ PT. INDOVER BANK,;

PT. 'WINNER GARMENT MANUFACTURING (“PT. WIN-
R)'l),

9. PT. BANK FICONESIA;

10. PT. PANCA MUSPAN; -

11. PT. TATA INTERNATIONAL MULTI FINANCE;
12. AGUS ANWAR,;

&

S B

Yurisprudensi Mahikamah Agung RI



13. PT. TOTAL THREAD INDONESIA;

— Dengan demikian terbukti secara sah dan tidak dapat dibantah lagi ke-
benarannya, sebagaimana disebutkan pula pada halaman 7 putusan Ju-
dex Factie, jumlah kreditur Termohon Peninjauan kembali yang hadir
.pada acara pemungutan suara dalam Rapat Kreditur tertanggal 30 Janu-

. ari 2001 adalah 13 (tiga belas) Kreditur. Dan berdasarkan daftar piutang

. sementara yang dibuat oleh Pengurus, jumlah total tagihan dari 13 (tiga
_belas) Kreditur Termohon Peninjauan kembali yang hadir tersebut ada-
lah sebesar Rp.290.330.269.346,05 (dua ratus sembilan puluh miliar
' tiga ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus
empat puluh enam rupiah 5/100).

— Bahwa terbukti sebagaimana disebutkan pada butlr 6 putusan Judex Fac-
“tie, dari 13 (tiga belas) Kreditur Termohon Peninjauan kembali yang
hadir pada rapat tersebut hanya 6 (enam) Kreditur yang menyatakan
setuju atau menerima rencana’ perdamalan yang diajukan -oleh Termo-

"~ hon Peninjauan kembali yaitu : : o

1. PT. SIGMA BATARA;

PT. BANK INDOVER;
_PT. WINNER GARMENT;

PT. BANK FINCONESIA; - -
“PT. TATA INTERNATIONAL MULT! FINANCE;
6. PT. TOTAL THREAD INDONESIA;

— ' Bahwa terbulkti sebagaamana disebutkan dalam halaman 7 putusan Ju-
- dex Factie, total jumlah tagihan dari 6 (enam) Kreditur yang ményata-
kan setuju atau menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Ter-
mohon Peninjauan - kembali adalah sebesar Rp.183.344.538.946,-
(seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh empat ribu
lima,ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam
rupiah). :

— Bahwa terbukti menurut ketenman Pasal 265 ayat (1) Undang-undano
No. 4-Tahun 1998, rencana perdamaian hanya dapat diterima apabila
disetujui oleh lebih dari ¥4 (satu perdua) Kreditur konkuren yang haknya
diakui atau sementara diakui Yang Hadir Dalam Rapat, yang bersama-
sama mewakili paling sedikit. 2/3 {dua pertiga) bagian :dari seluruh
tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur konkuren atau
knasanya yang hadir dalam rapat tersebut sebagalmana selengkapnya
berbunyi sebagal berikut:

T RN

“(1) Rencana perdamaian dapat dlterlma apablla dlsetujm oleh lebih
dari % (satu perdua) Kreditur konkuren yang haknya diakui atau semen-
‘tara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan “hakim’ sebagalmana
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dimaksud dalam Pasal 264, yang bersama-sama mewakili paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara
diakui dari Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat ter-
sebut.” :

Bahwa oleh karena terbukti acara pemungutan suara yang dilakukan
pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 dihadiri oleh 13 (tiga
belas) Kreditur yang bersama-sama mewakili jumlah tagihan sebesar
Rp.290.330.269.346.05, maka dengan demikian berarti sesuai dengan
ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Ren-
cana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali
hanya dapat diterima apabila disetujui lebih dari %2 (satu perdua) dari 13
(tiga belas) Kreditur yang hadir pada Rapat Kreditur termaksud atay
setidak-tidaknya 7 Kreditur dan secara bersama-sama harus mewakili
paling sedikit 2/3 dari total tagihan 13 (tiga belas) Kreditur yang hadir
pada rapat tersebut ataua 2/3 dari Rp.290.330.269.346.05 atau paling
sedikit mewakili tagihan sebesar Rp.193.553.512.897.36 (seratus sembi-
lan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua belas
ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah 36/100});

Bahwa mengingat dari 13 (tiga belas) Kreditur Termohon Peninjauan
kembali yang hadir pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Jaruari 2001 ter-
sebut hanya 6 (enam) Kreditur yang menyatakan setuju atau menerima
Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kem-
bali, maka dengan demikian berarti jumlah kreditur yang setuju atau
menerima Rencana Perdamaian tidak mencapai lebih dari %2 (satu per-
dua) dari 13 kreditur yang hadir pada Rapat Kreditur tertanggal 30
Januari 2001, Demikian pula jumlah total tagihan dari 6 {enam) Kreditar
Termohon Peninjauan kembali yang menyatakan setuju atau menerima
Rencana Perdamaian tersebut vaitu sebesar Rp:183.344. 538.946,- ter-
bukti juga tidak mencapai, jumlah Rp.193.553.512.897.36 yang meru-
pakan 2/3 dari total jumlah tagihan 13 (tiga belas) Kreditut yang hadir
pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001.

" Hal ini membuktikan hasil pemungutan suara (voting) yang dilakukan

pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 tidak memenuhi per-
syaratan untuk menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Ter-
mohon Peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur pada
Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998;

Bahwa meskipun hasil pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat
Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 terbukti tidak memenuhi per-
syaratan untuk menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Ter-
mohon Peninjauan kembali dan Pemohon

Peninjauan kembali melalui suratnya No : 311/ALNA/II/01 tertanggal 2
Februari 2001 telah pula menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut di
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atas kepada Judex Factie pada sidang Majelis Hakim tertanggal 2 Fe-
~bruari 2001, namun dalam’ putusannya Pengadilan Niaga Jakarta
- Pusat/Judex Factie menyatakan bahwa mayoritas Kreditur menerima

Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali

sebagaimana antara lain disebutkan pada alinea kedua halaman 17;

— Bahwa putusan Judex Factie yang menyatakan mayoritas Kreditur
menerima Rencana Perdamaian meskipun pada kenyataannya hasil pe-
mungutan suara yang dilakukan tidak memenuhi -persyaratan unfuk
menerima Rencana Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat’
(1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, jelas dan nyata-nyata membuk-

" tikan bahwa Judex Factie telah' melakukan ‘kesalahan berat dalam
menerapkan Ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun

— Disamping itu pula Judex Factie yang setijit derigan pendapat Hakim
Pengawas untuk tidak menghitiing suara atau kehadiran BPPN yang

- mewakili 3 Kreditur dalam Rapat Kreditur juga menunjikkan bahwa
Judex Factie telah melakukan kesalahan berat dalam menafsirkan dan
menerapkan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-imidang No. 4 Tahun
1998 sebagai berikut: R _ o
—. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie setuju dengan
..+ pendapat Pengurus dan Hakim Pengawas untuk tidak menghitung

. suara atau kehadiran BPPN yang mewakili 3 Kreditur yang nyata-
nyata hadir dalam acara pemungutan suara yang dilakukan dalam
Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 sebagaimana antara lain
disebutkan pada alinea keempat halaman 20 putusannya yang ber-

" bunyi: “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peitimbangan di
" "atas, maka BPPN yang hadir untuk mewakili tiga Kreditur pada saat

voting, namun karena bersikap abstain, tidak dihitung $uaranya”.

..— Bahwa pihak BPPN yang mewakili 3 (tiga) Kreditur Termohon

Peninjauan kembali melalui suratnya tertanggal 5 Februari 2001 No.
. 5-265/LIT/LD/BPPN-AMC/0210 . terbukti telah . menyatakan ke-
. beratan terhadap pendapat Pengurus dan Hakim Pengawas yang ti-
-dak menghitung suara atau kehadiran BPPN yang mewakili 3 (tiga)
Kreditur dalam Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 tersebut.
- Bahwa terbukti ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4
‘Tahun 1998 menyebutkan rencana perdamaian hanya dapat diterima
apabila disetujui oleh lebih dari % (satu perdua) Kreditur Konkuren
yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat
yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur
konkuren atau. kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Dengan
demikian jelaslah bahwa perhitungan suara untuk menentukan di-
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terima atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Ter-
mohon Peninjauan kembali haruslah didasarkan pada jumlah suara
dan tagihan para Kreditur yang hadir dalam acara pemungutan suara
tersebut.

Bahwa terbukti secara sah dan tidak dapat dibantah lagi kebenaran-
nya sebagaimana disebutkan pada halaman 7 putusan Judex Factie,
BPPN yang mewakili tiga.Kreditur Termohon Peninajauan Kembali
yaitu PT. JAYA BANK INTERNATIONAL, PT. BANK KHARISMA
dan PT. BANK TABUNGAN NEGARA nyata-nyata dan-telah ter-
catat hadir dalam acara pemungutan suara yang dilakukan pada Ra-
pat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001, Dengan demikian berarti
sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4
Tahun 1998, perhitungan suara untuk menentukan diterima atau ti-
daknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Penin-
jauan kembali haruslah dilakukan dengan mengikut sertakan jumlah
suara dan tagihan dari BPPN yang mewakili 3 Kreditur yang
nyatanyata telah hadir dalam acara pemungutan suara tersebut. Oleh
sebab itu putusan Judex Factie yang tidak menghitung suara BPPN
yang nyata-nyata telah hadir dan diakui kehadirannya dalam acara
pemungutan suara (voting) pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Janu-
ari 2001 jelas telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan

. Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1998. Hal ini jelas

membuktikan bahwa Judex Factie telah melakukan kesalahan berat
dalam menerapkan hukum khususnya Pasal 265 ayat (I} Undang-
undang No. 4 Tahun 1993.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang mempermasalahkan
atau mencari-cari penafsiran atas sikap abstain BPPN sebagaimana
antara lain disebutkan pada alinea keenam halaman 19 dan alinea
ketiga halaman 20 putusannya terbukti juga sangat tidak berdasar
dan tidak relevan dengan penerapan perhitungan suara menurut
ketentuan Pasal 265 ayat (1) UndangUndang No.4 Tahun 1998
karena sikap abstain BPPN dalam acara pemungutan suara yang di-
lakukan pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 jelas tidak
menimbulkan masalah terhadap penerapan perhitungan suara menu-
rut ketentuan tersebut sebagai berikut :

— Bahwa mengingat perhitungan suara untuk menentukan diterima
atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Termechon
Peninjauan kembali menurut ketentuan Pasal 265 Undang-
undang No. 4 Tahun 1998 didasarkan pada jumlah suara dan

" tagihan para Kreditur yang hadir yang menyatakan setuju ter-
hadap rencana perdamaian, maka sikap abstain dari BPNN jelas
tidak berpengaruh atau menimbulkan permasalahan untuk
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melakukan perhitungan suara menurut ketentuan tersebut. Perhi-
tungan suara menurut ketentuan Pasal 265 Undang-undang No. 4
Tahun 1998 tersebut terbukti dapat dilakukan sebagai berikut :

‘Jumlah Kreditur Yang Hadir 13 Kreditur
Jumlah Total Tagihan dari

13 Kreditur yang hadir 1 Rp.290.330.269.346.05
Rencana Perdamaian dapat =~ .

diterima apabila : » Disetujui lebih dati % (satu perdua)
: - dari 13 Kreditur yang hadir yang
bersama-sarma mewakili paling sedi-
kit 2/3 (dua pertiga} dari total jum-
 lah tagihan Rp.290.330.269.346,05.

— ‘Disamping itu pertimbangan hukum Judex Factie -yang tidak

menghitung kehadiran BPPN dalam acara voting yang dilakukan

. pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 padahal BPPN

.. terbukti nyata-nyata tercatat hadir .dalam’ rapat tersebut jelas

. sangat tidak adil dan telah mengingkari hak yang diberikan oleh

- Undang-undang kepada para Kreditur yang di wakili oleh BPPN

- untuk ikut dalam pemungutan suara sesuai dengan jumlah tagi-

- hannya kepada Termohon Peninjauan kembali sebagaimana yang

‘telah diakui dalam dafiar tagihan sementara yang dibuat oleh
Pengurus. :

3. Bahwa Judex Factie terbukti telah pula melakukan kesalahan berat dalam

menerapkan hukum tentang prosedur yang layak dan adil dalam pemungut-

- an suara karena pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat Kreditur

tertanggal 30 Januari 2001 telah mengikutsertakan PT. WINNER yang hu-
tangnya tidak direstrukturisasi dalam rencana perdamaian sebagai berikut :

Pemungutan suara cacat hukum karena dilakukan dengan mengikutsertakan
pihak yang tidak berhak untuk memberikan Sue_l_x_”a___te_r_hadap rencana per-

_ damaian. e
- = Bahwa terbukti pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Kreditur
tertanggal 30 Januari 2001 adalah untuk menentukan apakah rencana
- perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali dapat
disetujui atau tidak oleh-para Krediturnya sesuai dengan ketentuan Pasal
265 Undang-undang No. 4 Tahnun 1998 . e

— Bahwa terbukti rencana perdamaian ‘yang diajukan oleh  Termohon
Peninjauan kembali sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana dan

" Rencana Group pada .intinya berisikan rencana restrukturisasi pem-
bayaran hutang-hutang Termohon - Peninjauan  kembali- kepada para
Krediturnya. Dengan- demikian berarti - rencana perdamaian tersebut
hanya mengikat atau berlaku terhadap para Kreditur Termohon Penin-
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jauan kembali yang piutangnya direstrukturisasi berdasarkan rencana
perdamaian sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana dan Rencana

© Group termaksud: Oleh sebab itu yang berhak untuk memberikan suara

terhadap rencana perdamaian tersebut adalah para Kreditur Termohon
Peninjauan kembali yang terikat atau yang piutangnya direstrukturisasi
dalam rencana perdamaian tersebut.

Rahwa dalam rencana perdamaian yang diajukan oiéh_Termohon Penin-

jauan kembali khususnya pada lampiran 2 Rencana Group terbukti sama

o sekali tidak ada disebutkan rencana restrukturisasi terhadap hutang PT.

164

" "WINNER dan dalam Lampiran 2 Rencana Group PT. WINNER juga

tidak tercatat sebagai salah satu Kreditur Termohon Peninjauan kem-

‘bali. Dengan demikian berarti rencana perdamaian tersebut tidak ber-

laku terhadap PT. WINNER dan oleh karenanya PT. WINNER tidak
berhak untuk ikut memberikan suara terhadap rencana perdamaian yang
diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali.

Bahwa ternyata dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat
Kreditur tertanggal 30 Januari 2001, PT. WINNER ikut serta memberi-

~ kan suara terhadap rencana perdamatan yang diajukan oleh Termohon
" Peninjauan kembiali tersebut. Dan Judex Factie pada alineca keempat

halaman 19 putusannya pada’ intinya juga menyatakan bahwa PT.
WINNER berhak memberikan suara dengan alasan PT.WINNER selalu
hadir sebagal salah satu Kreditur Termohon Peninjauan kembali yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Men_imb'ang’,' bahwa dalam rapat-rapat Kreditur, sesual dengan daftar
hadir, PT.WINNER GARMENT MANUFACTURING selalu hadir se-
bagai salah satu Kreditur dari PT. CONCORD BENEFIT ENTER-

* PRISES dan berhak mem_berikan suara.”™

.Bahwa putusan Jua_’éx Factie yang menyatakah PT.WINNER berhak
memberikan suara terhadap pemungutan suara untuk menentukan

“diterima atau tidaknya Rencana Perdamaian tersebut meskipunt PT.

WINNER tidak tercatat sebagai Kreditur dalam Rencana dan Piutang
PT: WINNER juga tidak direstrukturisasi dalam Rencana Perdamaian

* tersebut jelas tidak sesuai dengan rasa keadilan. Jika sekiranyapun -

quod non- benar PT. WINNER selalu-hadir sebagai salah satu Kreditur
Termohon Peninjauan kembali namun oleh karena dalam rencana per-
damaian tersebut PT. WINNER tidak tercatat atau tidak diakui sebagai
salah. satu Kreditur Termohon Peninjauan kembali; maka sesuai dengan
rasa keadilan seharusnya PT. WINNER tidak diikutsertakan dalam pe-
mungutan suara tersebut. Selain itu mengingat rencana perdamaian ter-
sebut tidak berlaku terhadap PT. WINNER, maka sesuai.dengan rasa
kepatutan_sudah seharusnya PT. ‘WINNER tidak ikut serta dalam pe-
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mungutan . suara untuk menentukan diterima atau ditolaknya rencana
perdamaian tersebut. - :

4. Bahwa Judex Factie terbukti telah nyata-nyata melakukan kesalahan berat
dalam menerapkan ketentuan Pasal 263 jo. 264 Undang-undang No. 4 Ta-
“hun 1998 karena telah melakukan pemungutan -suara berdasarkan daftar
+ piutang yang masih dibantah oleh beberapa kreditur sebagai berikut :
* Pemungutai suara cacat hukum karena dilakikan berdasarkan daftar piu-
© tang yang masih dibantah oleh sebagian Kreditur. c
~ Bahwa terbukti sebagaimana disebutkan pada alinea kedua halaman 19
. putusan Judex Factie, Pemohon Peninjauan kembali dan beberapa
 kreditur lain seperti PT. Bank Jaya, PT. Bank Tabungan Negara dan
PT. Bank Kharisma yang diwakili oleh BPPN, PT. Panca Muspan dan
Agus Anwar telah menyatakan keberatan terhadap daftar tagihan semen-
“tara yang dibuat oleh Pengurus yang dijadikan dasar usituk melakukan
“pemungutan suara karena nama-nata kreditur disebutkan dalam daftar
kreditur' sementara yang dibuat oleh Pengurus tersébut tidak sesuai
dengan nama-nama kreditur yang disebutkan pada Lampiran 2 Rencana
Group yang digjukan oleh Tetmohoti Peninjauan kembali. Dimana da~
lam daftar kreditur sementara yang dibuat oleh Pengurus disebutkan PT.
_ Winner mempunyai tagihan dan’ berhak ikut serta dalam pemungutan
‘suara terhadap réncana perdamaian semientars- dalam’ rencana per-
‘damaian yang diajukan Termohon Peninjauan kembali khususnya pada
Lampiran 2 Rencana Group PT. Winner tidak tercatat scbagai salah satu
.+ kreditur Termohon Peninjauan kembali. e
= Disamping keberatan tersebut di ‘atas, pata kreditur' Termohon Penin-
Jauan kembali yaitu PT. PANCA MUSPAN dan AGUS ANWAR telah
- 'pula menyatakan keberatannya terhadap jumliah piutang mereka. Den-
'~ ‘gan demikian terbukti sampai denganRapat Kreditur tertanggal 30
 Januari 2001 masik terdapat keberatan-keberatan atau bantahan dari be-
berapa Kreditur Termohon Peninjauan kembali terhadap dafiar tagihan
dan jumlah hutang yang dibuat oleh Pengurus. =~~~
— Bahwa menurut Ketentuan Pasal 263 jo. 264 Undang-undang No. 4 Ta-
- hun 1998, apabila terdapat bantahan atau keberatan terhadap piutang
yang telah diakui oleh Pengurus, maka Hakim Pengawas harus terlebih
dahul menentukan apakah Kreditur yang tagihiannya dibantah’ tersebut
‘dapat ikut serta dalam pemungutan suara atau-tidak. Dengan demikian
‘berarti sesuai-dengan ketentuan Pasal 263 Jo. 264 ‘Undang-undang No.
4 Tahun 1998, seharusnya sebelum pemungutan suara atas rencana per-
damaian dilakukan Hakim Pengawas harus terlebih dahulu memberikan
putusan mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh”Pemohon
Peninjauan kembali dan para Kreditur-kreditur Iain tersebut di atas.
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— Bahwa tanpa terlebih dahulu ada penetapan dari Hakim Pengawas ter-

hadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh' Pemohon Peninjauan
kembali dan Para Kreditur-kreditur tersebut di atas, ternyata telah di-
lakukan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian berdasarkan
daftar tagihan sementara yang masih dibantah tersebut. Dan pertimbang-
an hukum Judex Factie pada alinea ketiga halaman 19 putusannya yang
menyatakan keberatan-keberatan mengenai daftar tagihan sementara
dari Pengurus yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali dan
Para Kreditur tersebut di atas telah diselesaikan oleh Hakim Pengawas
terbukti tidak benar karena sampai dengan Rapat Kreditur tertanggal 30
Januari 2001, belum ada satu penetapan pun dari Hakim Pengawas yang
memberikan putusan atas keberatan-keberatan tersebut.

Dengan demikian pemungutan suara yang dilakukan berdasarkan daftar

. piutang yang'masih dibantah jelas telah bertentangan dengan ketentuan

Pasal 263 Jjo. 264 Undang—undang No. 4 Tahun 1998, Hal ini membuk-
tikan bahwa Judex Factie telah melakukan kesalahan berat dalam
menerapkan ketentuan Pasal 263 Jo.264 Undang-undang No. 4 Tahun

© 1998. Demikian pula pertimbangan hukum Judex Factie _pada alinea
ketiga halaman 19 putusannya yang menyatakan telah diselesaikannya

masalah bantahan tersebut dapat dibuktikan dengan daftar Kreditur
yang dibuat oleh Pengurus jelas sangat tidak relevan karena justru dafiar
Kreditur yang dibuat oleh Pengurus. tersebut termasuk yang masih
dipermasalahkan oleh sebagian Kreditur.

Bahwa jika sekiranya - quod non - pemungutan suara yang dilakukan
pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 tersebut adalah sah dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun

~ 1998, maka pengesahan yang dilakukan oleh Judex Factie terhadap ren-
cana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali
. menunjukkan bahwa Judex Factie telah keliru pula menerapkan keten-
tuan Pasal 269 ayat (2) huruf b dan ¢ Undang-undang No. 4 Tahun 1998

sebagaimana dibuktikan pada fakta-fakta sebagai berikut :

5. Pelaksanaan Rencana Perdamaian Tidak cukup Terjamin dan Adanya Indi-
" kasi Kerjasama antara Debitur dengan salah satu Kredmlmya Dalam Men-
capal Perdamaian

= Bahwa terbukti menurut ketentuan Pasal 269 ayat (2) khususnya huruf b
. dan ¢ Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pengadilan dapat' menolak

. - melakukan pengesahan perdamaian apabila pelaksanaan perdamaian ti-
* dak cukup terjamin dan perdamaian dicapai karena sekongkol dengan
- satu atau lebih Kreditur atau karena pemakalan-pemakaxan upaya yang

) .. tidak jujur;
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- Bahwa terbukti Judex Factie telah melakukan pelangparan berat dalam
menerapkan ketentuan Pasal 269 ayat (2) huruf b Undang—undang No. 4
" Tahun 1998 sebagai berikut : '

— Bahwa terbukii secara sah dan tldak dapat dibantah lagi kebenaran-
" 'nya sebagaimana disebutkan secara tegas pada halaman 2 Rencana,
pelaksanaan rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon
‘Peninjauan kembali disyaratkan - ataw' digantungkan' pada hal-hal
“yang belum pasti disetujui atau dllaksanakan yang antafa lain ber-

-+ bunyi sebagai berikut : :

_ '_'_"‘Dalam hal (1) salah satu pemsahaan dalam’ Grup CBE tidak meng-

' adakan perjanjian restrukturisasi dengan seluruh Kreditur masing-

masing atau (ii) Rencana’ Perdamalan suatu perusahaan dalam Group

 CBE ‘tidak dlsetujm oleh méyoritas yang dasyaratkan dari para

" Kreditur yang réelévan dalam Rapat Kreditur térsebut, dalam hal ini,

" maka restrukturiasi kewajiban-kewajiban Group CBE daanggap telah
gagal, Dalam hal tersebut '

Rencana, _]lka telah dlsetu]m oleh para Kredltur CBE daiam Rapat
Kreditur CBE atau telah disahkan oleh Pengadllan Nlaga dianggap
‘tidak berlaku 'dan Rencana itu dlanggap tidak berlaku Demikian
~ pula’ untuk’ pemsahaamperusahaan dalam Grup CBE yang telah
_memperoleh persetujuan dengan suara bulat dari para Kreditur
. mereka masing-masing, maka perjanpan restruktunsasn ‘terkait akan
dianggap tidak berlaku” ' . .

- Bahwa oleh karena pelaksanaan Rencana Perdamalan yang diajukan

" oleh Termohon Peninjauan kembali dlgantungkan pada hal-hal yang

belum pasti ‘pelaksanaarinya, tnaka hal itu jelas menun_;ukkan bahwa

. 'Reéncana Perdamaian tersebut tidak cukup terjamin peiaksanaannya

Oleh sebab it jika sek;ranyapun quod non - pemungutan suara di-

lakukan secara sah menurut ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-

undang No. 4 Tahun 1998, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 269

ayat (2) huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 1998 secharusnya Ju-

dex Factie menolak melakukan pengesahan -atas’ Rencana Per-
damaian tersebut: ' SR

- Bahwa pertlmbangan hukum Judex Factze pada almea pertama ha-
_laman 18 putusannya yang menyatakan Rencana Perdamaian terse-
~_ but terjamin pelaksanaannya karena adanya Surat Pernyataan dari

. Termohon Penmjauan kembali yang menyatakan menundukkan diri
untuk melaksanakan ketentuan yang diatur- dalam rencana per-
damaian jelas merupakan alasan atau pertlmbangan yang sangat ti-

dak adil dan semata-mata hanya miemperhatikan Kepentingan Debi-

tur sekarang Termohon Perinjauan kembali. Janji-janji atau kata-
kata dari Debitur sekarang Termohon Peninjauan kembali terbukti
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tidak cukup untuk menjamin terlaksananya Rencana Perdamaian ter-

| -sebut. Apabila Judex Factie -bertindak lebih adil dengan memper-

hatikan juga kepentingan para kreditur, seharusnya pertimbangan
hukum Judex Factie didasarkan pada pertimbangan yang lebih men-
dalam lagi dan lebih memperhatikan jaminan teknis pelaksanaan
rencana perdamaian tersebut;

Demikian pula pertimbangan hukum Judex Factie (vide alinea per-
tama halaman 18 putusannya) yang menyatakan rencana perdamaian
yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali terjamin pelak-
sanaannya karena apabila debitur lalai maka demi hukum Debitur
akan dinyatakan Pailit terbukti tidak relevan dijadikan ukuran untuk

Emf:mbl.iktlkml terjaminnya pelaksanaan rencana perdamaian karena
tanpa dicantumkan pun hal itu dalam perjanjian perdamaian, me-

mang menurut hukum debitur yang tidak melaksanakan rencana per-
damaian sesuai dengan yang telah disepakati demi hukum akan
dinyatakan Pailit. Oleh karenanya hat itu tidak dapat dijadikan seba-
gai alasan atau dasar untuk menyatakan rencana perdamalan tersebut
terjamin pelaksanaannya

Bahwa meskipun Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termo-
hon Peninjauan kembali tersebut tidak terjamin pelaksanaannya,
namun ternyata Judex Facrie telah mengesahkan Rencana Per-
damaian tersebut. Hal ini jelas membuktikan bahwa Judex Factie
telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal
269 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 1998;

* Disamping melakukan pelanggaran berat dalam meneré'pkan keten-

tuan Pasal 269 ayat (2) butir b Undang-undang No. 4 Tahun 1998,

" Judex Factie juga terbukti telah pula melakukan pelanggaran berat

terhadap ketentuan Pasal 269 ayat ()] huruf ¢ Undang-undang No. 4
Tahun 1998 sebagai benkut

~ .Bahwa terbukti sebagaimana dlsebutkan pada alinea kedua ha-
- laman 18 putusan Judex Factie, Pemohon Peninjauan kembali
lainnya yaitu PT. PANCA MUSPAN dan AGUS ANWAR telah
menyampaikan adanya indikasi kerjasama antara Termohon
Peninjauan kembali dengan salah satu Krediturnya yaitu PT.

" WINNER. Hal itu didasarkan pada sikap PT. WINNER yang
semula mengaku mempunyai piutang atau tagihan kepada Ter-
~mohon Peninjauan kembali sebagaimana disebutkan dalam daftar
piutang sementara yang diakui yang dibuat oleh Pengurus, na-
mun kemudian setuju atau menerima rencana perdamaian yang

* diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali sebagaimana di-

R tuangkan dalam Rencana dan Rencana Group yang sama sekali
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~.. . tidak menyebutkan adanya restrukturisasi terhadap piutang atau
- tagihan PT. WINNER.

~ Bahwa dalar pertimbangan hukumnya sebagalmana disebutkan
. pada alinea kedua halaman 18 putusannya, Judex Factie me-
nyatakan alasan mengenai adanya kerjasama atau persengkong-
. -kolan tersebut haruslah dikesampingkan karena menurut penda-
pat Judex Factie adanya kerja sama atau persekongkolan
haruslah dibuktikan dengan suatu putusan (Hakim Pidana) yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana antara lain

. berbunyi sebagai berikut: _ N
“Menimbang, bahwa -alasan menolak ~pengesahan Perdamaian
yang dikemukakan oleh Kreditur harus juga dikesampingkan; se-
bab semua alasan tersebut harus dibuktikan dengan suatu putusan
: ':(haklm pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap tentang
. . adanya; penipuan; persekongkolan atau upaya—upaya lain yang
- tidak jujur; yang dilakukan oleh Debltur/Pemohon dan atau pi-
_hak lain, sedangkan dalam perkara ini, tidak ada bukti tersebut,
~ dan Hakim  Niaga tidak berwenang .melakukan npemeriksaan
_ __mengenal ada atau tidak ada perbuatan krlmmal dalam perkara

ini”,

— Bahwa pertlmbangan hukurn Judex Factze yang menyatakan

.adanya kerjasama atau persekongkolan haruslah dibuktikan dengan

suatu putusan hakim (Hekim Pidana) yang ielah mempunyai

kekuatan hukum tetap terbukti merupakan alasan yang dicari-cari

dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal

7269 dyat (2) huruf ¢ Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Dalam

‘Pasal 269 ayat (2) huruf ¢ Undang-indang No. 4 Tahun 1998

sama sekali tidak ada disebutkan bahwa adanya persekongkolan

-atan penipuan tersebut haruslah dengan putusan hakim yang te-

lah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tidak direstrokturisasi

- -dalam rencana :perdamaian .tersebut ‘telah” cukup :membuktikan

-+ adanya indikasi kerjasama antara PT.-WINNER dengan Termo-

hon Peninjavan-kembali. Oleh sebab itu sesuai-dengan ketentuan

- Pasal 269 ayat (2) huraf ¢ Undang-undang No.:4 Tahun 1998,

‘sudah scharusnya Judex Factie menolak mengesahkan rencana
perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali,

~= " Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas jelas putusan

Judex Factie yang telah melakikan pengesahan terhadap rencana

perdamaian yang diajukan oleh Terrnohon Penmjauan kembali
' 'mesk1pun

— rencana perdamalan tersebut tidak terjarnm pelaksanaanya dan
terdapat indikasi adanya kerjasama antara PT. WINNER dan
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Termohon Peninjauan kembali untuk mencapai perdamaian ter-
sebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal
269 ayat (2) huruf b dan ¢ Undang-undang No. 4 Tahun 1998.
Hal ini tentunya membuktikan bahwa Judex Factie telah
melakukan kesalahan berat dalam menerapkan dan menafsirkan
ketentuan Pasal 269 ayat (2) huruf b dan c Undang—undang No. 4
Talun 1993,

6. bahwa Mahkamah Agung RI terbukti telah pula keliru dan melakukan ke-
salahan berat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 278
Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sebagai dasar hukum untuk menolak
permechonan kasasi yang diajukan oleh Termohon Penm_]auan kembali se-
bagau berikut :

~" Bahwa Mahkamah Agung RI pada alinea ketiga halaman 13 putusannya

170

menyatakan salah satu dasar hukum Mahkamah Agung RI menolak
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali
adalah Pasal 278 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 karena memuut
penafsiran Mahkamah Agung RI ketentuan tersebut menyatakan bahwa
terhadap putusan Hakim yang diambil berdasarkan ketentuan dalam bab
penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dimohonkan kasasi
kecuali ditentukan sebahknya ataupun kasas& ulituk kepentingan Undang-

- undang.

Bahwa terbukti ketentuan Pasal 278 Undang—undang No. 4 Tahun 1998

se engkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :
“Kecuali bila ditentukan sebaliknya, dan dengan tidak mengurangi ke-

mungkinan pengajuan kasasi demi kepentingan Undang-undang, maka
tidak dapat diajukan banding terhadap keputusan—keputusan hakim yang
dibuat berdasarkan ketentuan dalam bab ini.”

Berdasarkan kutipan tersebut di atas jelaslah bahwa ketentuan Pasal 278
Undang-undang No. 4 tahun 1998 pada intinya menyatakan terhadap
putusan-putusan Hakim yang dibuat berdasar kan ketentuan dalam bab
penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan banding
dan bukan tidak dapat dilakukan upaya kasasi sebagaimana yang ditaf-
sirkan oleh Mahkamah Agung RI Bahkan ketentuan fersebut terbukti
memberikan peluang atau kemungkinan untuk mengajukan kasasi ter-
hadap putusan-putusan hakim yang dibuat berdasarkan bab penundaan
kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian jelaslah bahwa
Mahkamah Agung RI telah keliru atan melakukan kesalahan berat da-

* lam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 278 Undang-undang

No. 4 Tahun 1998 sebagai dasar hukum untuk menolak permohonan ka-
sasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali.

Furisprudensi Mahkamah Agung RI



_ Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung . mempertimbangkan
alasan-alasan Peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut; .

mengenai keberatan ad 1.

bahwa keberatan ini tidak dapat dlbenarkan karena walaupun putusan atas
permohonan kasasi ditetapkan melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam
Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 4. Tahun 1998, dan putusan tersebut di-
sampaikan kepada para pihak melebihi dari jangka waktu yang ditentukan, na-
mun hal itu tidaklah menimbulkan kerugian bagi pihak yang mengajukan Pe- -
ninjauan kembali dan juga tidak mengurangi hak dari masmg—masmg pihak
untuk diperiksa perkaranya ditingkat Peninjauan kembali;

mengenai keberatan ad.2.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan berat dalam
melakukan perhitungan jurﬁlah Suara untuk menentukan rencana perdamaian;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 .
Tahun 1998, bahwa rencana perdamamn dapat diterima apabila disem_]ul oleh
lebih dari ¥ (satu perdua) Kreditur konkuren yang haknya diakul atau semen-
tara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan;

~bahwa dari hasil laporan Pengurus ‘dan Hakim Pengawas pada s:dang
tanggal 2 Februari 2001, bahwa jumlah Kreditur yang hadir dalam pemungoian .
suara pada rapat Kredlmr tanggal 30 Januari 2001 adalah sebanyak 13 Kreditur;
3 Kreditur abstain dan hanya 6 Kreditur yang mener 1ma

-bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka rencana perdamalan _
dapat diterima, jika disetujui oleh lebih dari % dari 13 Kreditur yang hadir
yaitu sekurang-kurangnya 7 Kreditur, bukan % dari 10 Kreditur yang hadir
yaitu 6 Kreditur sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No. 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.
24/PAILIT/2000/PN-NIAGA JKT.PST. Para Kreditur - yang -abstain  harus
diperhitungkan, karena mereka hadir -pada Rapat Permusyawaratan, mereka
bukan tidak memberikan suara, -tetapi mereka-tidak berplhak sehingga harus
dihitung sebagai seluruh suara yang hadir;

bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Niaga pada Pengadllan
Negeri Jakarta Pusat menolak perjanjian perdamaian tanggal 30 Januari 2001
tersebut, karena hanya diterima oleh ‘6 Kreditur, dimana sesuaj ketentuan Pasal
265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, perjanjian perdamaian terse-
but harus diterima oleh lebih dari 7 Kreditur, sehingga oleh sebab itu sepantas-
nya Termohon Pailit dinyatakan Pailit; o

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dengan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Peninjavan kem-
bali lainnya, maka menurut pendapat Mahakamah Agung, Pengadilan Niaga
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pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan berat dalam
pene-rapan hukum sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 286 ayat (2)
Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Oleh karena itu terdapat cukup alasan un-
tuk mengabulkan permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemo-
hon TIM: LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM (dalam likuidasi),
dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 12 Februari 2001 No.07/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT.PST jo.
No.24/PATLIT/2000/PN . NIAGA.JKT.PST, serta Mahkamah Agung mengadili
kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

-~ Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan kembali dari Pemo-
hon dikabulkan, dan Termochon Peninjauan kembali dahulu Termohon Pailit
dinyatakan pailit, maka untuk itu harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan
seorang Kurator;

_ bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 4
‘Tahun 1998, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang
terdapat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka
beralasan memerintahkan Ketua Pengadilan' Niaga pada Pengadilan Negerl
Jakarta Pusat untuk memmjuk seorang Hakim Pengawas;

Memmbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan kembali dahulu
Termohon Pailit di pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya
perkara dalam Pengadilan Tingkat Pertama ’I‘mgkat Kasasi maupun dalam
tingkat Peninjauan kembali;

Memperhankan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah
ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998
serta Undang-undang lain yang bersangkutan; ' '

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
kembali TIM LIKUIDAS PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi);

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 12 Februari 2001 No. 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo.
No, 24 / PAILIT/2000/PN N!AGA JKT.PST..

- MENGADILI- KEMBALI

— Mengabulkan permchonan Penmjauan kemball darl Pemohon Penmjauan
kembali untuk sebagian; :

— Menyatakan tidak sah pemungutan suara yang di lakukan pada Rapat Kre-
ditur tertanggal 30 Januari 2001;

- Menolak pengesahan Perjaniian Perdamalan tanggal 30 Januari 2001 yang
“dibuat'dan ditandatangani oleh PT. CONCORD BENEFIT ENTERPRISES
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Tbk. dengan para Kreditur lainnya PT. TATA INTERNATIONAL MULTI -
FINANCE, PT. BANK FINCONESIA, PT. SIGMA BATARA, PT. . TO-
TAL THREAD INDONESIA, PT. INDOVER BANK, DAN PT. WINNER
GARMENT MANUFACTURING,; :

— Menyatakan Termohon Peninjauan kembali PT. CONCORD BENEFIT
ENTERPRISES Tbk. dalam keadaan Pailit;

— Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk mengangkat seorang Hakim Pengawas;

— Mengangkat Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., Sebagai Kurator;
- Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;

— Menghukum Termohon Peninjauan kembali untuk membayar semua biaya
perkara baik dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.5.000.000 (lima
juta rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) maupun
dalam tingkat Peninjauan kembali sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ra-
tus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari : SELASA tanggal 26 JUNI 2001 dengan BAGIR MANAN, SH.,
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEHARTO, SH., Ketua
Muda Mahkamah Agung dan Drs. H. TAUFIQ, SH.,M.Hum., Wakil Ketua
Mahkamah Agung sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalm sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan di-
hadiri oleh H. SOEHARTO, SH., dan Drs. H. TAUFIQ, SH.,M.Hum., Hakim-
Hakim Anggota serta RAHMI MULYATI, SH., Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETU A,
ttd. td.,
H. SOEHARTO, SH. BAGIR MANAN, SH.
tid,
H. TAUFIQ, SH.,M.Hum,
PANITERA PENGGANT],
ttd.

RAHMI MULYATI, SH.
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Biaya-biaya: - .
1 MELEFA] cvvevveereeeccrreen i iinessnnee Rp. 6.000,~

2. Redaksi ..ot Rp. 1.000,~
3. Administrasi Peninjauan kembali  Rp. 2.493.000.-
Jumlah : Rp. 2.500.000,-
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PUTUSAN

Nomor : 13 K/N/2001

DEM1 KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 MAHKAMAH AGUNG

Memel iksa perkara. maga dalam tingkat kasasi telah mengambﬂ putusan seba—
gai berikut dalam perkara kepailitan dari :

TIM LIKUIDASI PT, SEIAHTERA BANK UMUM Dalam
Likuidasi), berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65,
Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : AL~
FONSO NAPITUPULU, SH., PURNAMA NAPITUPULU, SH.,
RATIH PURNAMASARI, SH, SIDHARTA W. NUGROHO,
SH. dan HISAR TAMBUNAN, SH., para Advokat dan Penga-
cara dari Kantor Advokat dan Pengacara Alfonso Napitupulu,
SH. & Associates, beralamat di Kompleks Ruko Tekstil Blok E2
No.3, Jalan Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara, berdasarkan surat
_ kuasa khusus tanggal 13 Februari 2001, sebagai Pemohon Ka-
sasi, dahulu Termohon PKPUfPemohon Pailit; '

melawan-

PT. CONCORD BENEFIT ENTERPRISES, Thk., berkeduduk-
~an di Jalan Cidehg Barat No.79, Jakarta Pusat, dalam hal ini di-

- -wakili oleh kuasanya : DR, M. IDWAN. GANIE SH.; Advokat
dari Kantor Hokum Lubis;’ Ganie, Surownd](uo beralamat di
Menara Imperium, Lantai 30, Ruang A.3-4, Jalan H.R. Rasuna
© Said-Kav. 1, Kuningan, Jakarta, berdasar surat kuasa khusus
tanggal 26 Februari 2001, sebagai Termohon Kasasi, dahulu
Pemchon PKPU/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari  surat-surat tersebut temyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajikan permohonan
Pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi-dahulu sebagai Termohon Pailit ke
Pengadilan Niaga pada Pengadilan: Negeu Jakarta Pusat dengan dalil-dalil
yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 283/R. K/94 tertanggal 20 Okto-
ber 1994 jo. Surat Aksep No. 283/R.K/Acc/94 tertanggal 20 Oktober 1994
jo. Surat Persetujuan/Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Akte Pe-
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ribahan No. 416/R.K/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo. Akte Tambahan
No. 417/R.K/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo. Surat Aksep No. 417/R.K/
Acc/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo Akte Perubahan No. 55/FL/97 ter-
tanggal 12 Maret 1997 jo. Surat Aksep No. 55/FL/97 tertanggal 12 Maret
1997, Termohon telah menerima Kredit dalam bentuk, Rekening Koran
Valas dari Pemohon dengan maksimum pinjaman sebesar US$
1,430,110.00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus sepuluh US dol-
lar) yang untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”;

- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang-hutang Termohon
"kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Termohon telah
memberikan jaminan-jaminan fiducia berdasarkan Akte Pemindahan Hak
Milik Mutlak Sebagai Jaminan (Fiducia) No. 283/R.K/94 tertanggal 20.
Oktober 1994 jo. Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Surat Perin-
tah Penyerahan Barang (D.0) tertanggal 21 Oktober 1994 (Bukti P-11) dan
jaminan pribadi berdasarkan Surat Jaminan tertanggal 20 Oktober 1994
serta Surat Jaminan tertanggal 12 Maret 1997,

— Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian
Kredit, pembayaran hutang termohon kepada Pemohon yang berasal dari
fasilitas Kredit Rekening Koran Valas telah jatuh tempo pada tanggal 20
Oktober 1998 yang lalu,

— Bahwa ternyata pada tanggal jatuh tempo pembayaran hutangnya yang
herasal dari fasilitas Kredit Rekening Koran Valas yaitu pada tanggal 20
Oktober 1998, Termohon tidak melunasi pembayaran hutangnya kepada
Pemohon;

— Bahwa tindakan Termohon yang tidak melunasi hutang-hutangnya pem-
bayaran yang telah jatuh tempo kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan
vang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit yaitu pada tanggal 20 Okto-
ber 1998 jelas nyata-nyata menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan
tindakan wanprestasi atau ingkar janji dalam membayar kewajibannya
kepada Pemohon;

— Bahwa meskipun Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon telah berulang
kali memperingatkan atau menegur Termohon untuk segera melunasi pem-
bayaran hutangnya yang telah jatuh tempo sebagaimana antara lain disebut-
kan dalam surat Pemohon tertanggal 23 November 1998 jo. surat tertanggal

- 22 Tuli 1999 jo. surat tertanggal 23 September 1999 jo. surat dari Kuasa
Hukum Pemohon tertanggal 20 Oktober 1999, namun Termohon tetap juga

 tidak melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut. Bahkan melalui

* ‘surat-suratnya kepada Pemohon antara lain surat tertanggal 26 November
1998 jo suratnya tertanggal 7 Juli 1999, Termohon pada prinsipnya me-
nyatakan tidak sanggup atau tidak mampu membayar hutangnya kepada
Pemohon;
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— Bahwa sampai dengan saat diajukannya permohonan pernyataan pailit ini,
.Termohon tetap tidak juga nelakukan pembayaran hutang-hutangnya yang
berasal dari fasilitas Kredit Rekening Koran Valas yang telah jatuh tempo
dan dapat ditagih pada tanggal 20 Oktober 1998 yang lalu dan sampai
dengan per tanggal 31 Maret 2000 telah berjumlah US $ 1,999,036.87 (satu
juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam US dollar
.87/100}) dengan perincian sebagaimana terurai pada surat permohonan;

" Dengan demikian terbukti Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon
yang pembayarannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

— Bahwa disamping mempunyai hutang kepada Pemohon, berdasarkan infor-
masi yang diperoleh Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada
Kreditur lain yaitu :

1. PT. Jaya Bank International (BTOQ/Bank Take Over) yang ‘berada di-
bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),
yang beralamat di Wisma Danamon Jalan Jenderal Sudirman Kav,
4546, Jakarta;

2. PT. Bank Kharisrma (BBKU/Bank Beku Kegiatan Usaha) yang teiah
diambil alih oleh Badan Penychatan Perbankan Nasional (BPPN), yang
beralamat di Wisma Danamon Jalan Jenderal Suchrman Kav 45-46, Ja-
karta; '

3. PT.Bank Da: Chi Kangyo yang bclkantor pusat di Wisma Dmners An-
nex Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman Kav.35, Jakarta:

4. PT.Bank Merincorp, yang berkantor pusat di Plaza Mandiri Lt 27,
Jalan Fenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta:

— bahwa oleh karena nyata-nyata telah terbukti secara sah menurut hukum
Termohon mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikit-
nya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka sesuai den-

-gan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo.-Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun
1998 sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat mengabulkan permochonan pemyataan  pailit - yang d:ajukan oleh
Pemohon;

— Bahwa - untuk melindungi hak dan kepentmg&n Pemohcn serta untuk
mencegah Termohon melakukan tindakan terhadap harta kekayaan yang
dapat merugikan hak dari kepentingan Pemohon,; maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 ayat (1) a Undang-undang No. 4 Tahun' 1998 Pemohon
dengan hormat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta pusat agar, berkenan untuk meletakkan sita Jaminan atas barang-
barang milik Termolaon sebagalmana terurai dalam Akte Pemindahan hak
Milik Mutlak Sebagai Jaminan (Fiducia) No.283/R.K/94 tertanggaE 20
Oktober 1994 dan atas seluruh harta kekayaan Termohon yang permcran-
nya akan disusulkan kemudian; :
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— Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 4 Tahun
1998, maka dengan ini Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menunjuk Hj. TUTIK SRI
SUHARTI, SH., dari Kantor Pengacara Tutik Sri Suharti & Rekan yang
berkantor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U Jalan Salemba Raya 34-
36 Jakarta, 10430, sebagai Kurator. Sedangkan pengangkatan Hakim
Pengawas, Pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkatnya dengan tetap
mempertimbangkan kepentingan Pemohion;.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dengan ini mohon agar
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberi
putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukum-
nya;

3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam Pernyataan pailit ini menurut pertim-
bangan Pengadilan;

4, Menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., dari Kantor Pengacara Tutik
Sri Suharti & Rekan, yang berkantor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok
U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430, sebagai Kurator;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Ter-
mohon;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (£x Aequo
Et Bono),

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pailit tersebut, sekarang Termo-
hon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU sebelumnya Termohon Pailit me-
ngajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang {PKPU) yang
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai bertkut :

-~ Bahwa menurut Tim Likuidasi SBU dalam Surat Pernyataan Permohonan
Pailit, jumlah tagihan pokok pinjaman SBU terhadap CBE adalah sebesar
US$ 1,333,501.55 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus satu
Dollar Amerika Serikat dan lima puluh lima sen), jumlah mana belum ter-
masuk jumlah tagihan atas bunga yang tertunggak;

— Bahwa disamping PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi), CBE ma-
sih mempunyai kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana dirinci dalam Pern-
yataan yang merupakan lampiran dari permohonan ini sebagaimana di-
syaratkan Pasal 93 Peraturan Kepailitan;

~ DBahwa pada saat ini, CBE group sedang dalam tahap negosiasi secara
menyeluruh dengan para kreditur CBE Group guna proses restrukturisasi

178 Yurisprudensi MafiRamah Agung R



butang-hutang CBE dan CBE Group secara menyeluruh scbagaimana ter-
bukti dengan diadakannya Rapat Para Kreditur pada tanggal 17 April 2000,
bertempat di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, dimana dalam rapat tersebut
dihadiri oleh para Kreditur CBE dan para. Kreditur dari CBE Group;

— Bahwa Pemohon, masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat
dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran
hutangnya dan kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada para
kreditur masih tetap ada bila dilihat darf nilal asset sebagaimana tercermin
dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 1998 dan 1997 yang telah diaudit oleh Kantor
Alkuntan Publik Hendrawinata & Rekan dan laporan keuangan perasahaan
(in house) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998
(“Laporan Keuangan™);

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan terbukti bahwa :CBE maupun CBE

Group memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesatkan hutang-
-hutangnya,; .

— Bahwa sehubungan dengan rencana perdamaian yang telah ‘dimulai pada
tanggal 17 April 2000 sebagaimana telah divraikan di atas, CBE maupun
CBE Group dan para Kreditur masih memerlukan waktu untuk dapat mem-
bahas lebih lanjut proposal Restrukturisasi Awal yang telah diajukan oleh
CBE dan CBE Group kepada Krediturnya pada saat Rapat Para Kreditur
Pertama pada tanggal 17 April 2000, sedangkan Rencana Perdamaian seba-
gaimana disyaratkan Pasal 213 ayat (2) Peraturan Kepailitan akan diajukan
oleh CBE kemudian; -

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon:agar Ketua Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai
berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon dalam keadaan Penundaan Kewajlban Pembayaran
Ltang (PKPLUY;

3. Menunjuk Pengums dan Haklm Pengawas
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan :yang seadl}—
adilnya (ex aequo et bonoy;

Bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut Pengadlian Nzaga pada
Peng-adilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan pénundaan kewa-
Jjiban pembayaran utang sementara vaitu putusan tanggal 11 Mei 2000 No.
07/PKPUL00/PN NIAGA/JKT.PST. yang amarmya berbunyl sebagal berzkut

- Mengabulkan permohonan Pemochon;

— Menetapkan Penundaan Sementara Kewajlban Pembayaran Utang PT.
Concord Benefit Enterprises, Thk./Pemohon;
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- Menunjuk Sdr. Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH., Hakim pada
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Fakim Pengawas;

— Mengangkat Sdr. Ny. Hj. TUTIK SRI SUHARTIL SH., alamat : Jalan
Garuda No.71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai Pengurus;

- Menetapkan hari persidangan untuk pemberian atau penolakan Penundaan
Kewajiban Pembaya; an Utang secara tetap pada hari : SELASA, tanggal 20
Juni 2000;

- Memermtahkan kepada Pengurus. untuk memanggil Debitur dan Kreditur
yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap
dalam sidang yang diselenggarakan sebagaimana tersebut di atas;

~ Menetapkan biaya permohonan ini dan upah pengurus akan ditentukan
setelah Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang selesai;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT)
dengan putusannya tanggal 20 Juni 2000, No. 07/PKPU/Z000/PN.NIAGA,
JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

— Mengabulkan permohonan PKPU sementara;
— Menyetujui PKPU tetap dari Pemohon;

4_ Menetapkan hari persidangan selanjutnya pada hari : RABU, tanggal 20
" Desember 2000; :

— Memerintahkan kepada Pengurus uimtuk memanggil Debitur, Kreditur untuk
hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut,

— Menetapkan bahwa ongkos perkara dan biaya Pengurus ditangguhkan sam-
pai perkara PKPU tetap selesai;

Bahwa berdasarkan permohonan sekarang Termohon Kasasi dahulu
Pemohon PKPU yang disetujui oléh mayoritas para Krediturnya, Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mernberikan perpanjangan Pe-
nundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dengan putusannya tanggal 20
Desember 2000, No, 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya ber-
bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PT. Concord Benefit Enterprises, Thk.;

2. Memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap
(PKPUT) kepada Pemohon PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk. selama
45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan,

3, Menetapkan sidang berikutnya Jury’at, 02 Pebruari 2001;

4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggll Debitur dan Kreditur agar hadir
pada sidang yang telah ditetapkan;
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Bahwa hasil rapat Kreditur untuk pemungutan suara (voting) atas Rencana
Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon PKPU pada tanggal 30 Januari 2001
pada pokoknya sebagai berikut ;

— Kreditur yang hadir. 13, abstain 3, sehingga suaranya tidak dihitung, maka
yang dihitung hanya 10 kreditur dengan jumiah tagihan Rp.220.770.581.571,-
(=100%);

— Kreditur yang menerima Rencana Perdamaian 6, dengan jumlah tag1han
Rp.183.344.538.946,- (= 81,69%); :

~ Kreditur yang menolak Rencana Perdamalfm 4 dengan jumlah tagihan
Rp.40.426.042.626,- (= 18 ,31%);

Bahwa setelah hasil rap&t kreditur tersebut di atas dtlaporkan kepada
Pengadilan Niaga oleh Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 12 Februari 2001 No.
07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 24/PAILIT/2000/PN.NIAGA.
JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Januari 2001 yang di-
buat dan ditandatangani oleh Debitur/Pemohon PT. Concord Benefit Enter-
prises, Tbk., dengan para Kreditur lainnya : PT. Tata International Multi
Finance, PT. Bank Finconesia, PT. Sigma Batara PT. Total Thread Indo-
nesia, PT. Indover Bank dan PT. Winner Garment Manufacturmg,

2. Menghukum Debitur/Pemohen, Kreditur/Termohon dan kreditur iaﬁnya
untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;

3. Menyatakan imbalan jasa Pengurus ditetapkan kemudian;

4. Menghukum Debitur/Pemohon  membayar ongkos perkara ' sejumlah’
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dan dengait dihadiri
oleh Pemohon PKPU/Termohon Pailit dan Termohon PKPUfPemohon Pailit
pada tanggal 12 Februari 2001, kemudian terhadapnya oleh Termohon
PKPU/Pemohon Pailit dengan perantaraan para kuasanya berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 13 Februari 2001 diajukan, permohonan kasasi- secara
lisan pada tanggal 19 Februari 2001, sebagaimana ternyata ‘dari akte permo-
honan kasasi No. 10/KAS/PAILIT/2001/PN.NIAGA/IKT.PST  jo. -No.
07/PKPU/2000/. PN.NIAGA/JKT.PST jo. No.. 24/PAILIT/ . 2000/PN.NIAGA/
JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan. Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, permohonan mana disertai juga dengan memori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadllan Nlaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah it oleh para Pemohon PKPU/Termohon Palilt yang pada.
tanggal 20 Februari 2001 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan
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memori kasasi dari Termohon PKPU/Pemohon Pailit, diajukan Kontra Memori
Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2001; :

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan
mengenai formalitas dari permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi;

bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon
PKPU/Pemohon Pailit adalah terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadil-
an Negeri Jakaria Pusat tanggal 12 Februari 2001No. 07/PKPU/2000/
PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 24/PAILIT/2000/PN.NIAGAJKT.PST yang
amarnya antara lain, Menyatalkan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Januari
2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur/Pemohon PT. Concord
Benefit Enterprises, Tbk. dengan para Kreditur lainnya . PT. Tata Interna-
tional. Multi Finance, PT. Bank Finconesia, PT. Sigma Batara, PT. Total
Thread Indonesia, PT. Indover Bank dan PT. Winner Garment Manufacturing;

bahwa menurut Pasal 269 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, permo-
honan kasasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal
10 Undang-undang Kepailitan hanya dapat diajukan terhadap putusan Pengadil-
an Niaga yang menolak pengesahan perdamaian, sedangkan putusan yang di-
mohonkan kasasi itu adalah putusan yang mengesahkan perdamajan seperti
yang diatur dalam Pasal 269 ayat (1) Undang-undang Kepailitan;

bahwa apalagi Pasal 278 Undang-undang Kepailitan dengan tegas me-
nyatakan bahwa terhadap putusan Hakim yang diambil berdasarkan ketentuan
dalam bab tentang penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dimo-
honkan kasasi, kecnali apabila ditentukan sebaliknya ataupun kasasi untuk
kepentingan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tim Liknidasi PT.
Sejahtera BankUmum (Dalam Likuidasi) dalam hal ini diwakili oleh para
kuasanya Alfonso Napitupulu, SH. dan kawan-kawan tersebut harus dmyatdkan
tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak da-
pat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970,
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang No. | Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-
undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain
yang bersangkutan;
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MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TIM LIKUIDASI,
PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi), dalam hal ini diwakili
oleh para kuasanya ALFONSO NAPITUPULU, SH. , PURNAMA NAPITU-
PULU, SH., RATIH PURNAMASARI, SH., SIDHARTA W. NUGROHO,
SH. dan HISAR TAMBUNAN, SH., tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya' perkara dalam ting-
kat kasasi sebesar Rp 2.000.000,(dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari : JUMAT, tanggal 20 APRIL 2001 dengan M. SYAFIUDDIN KAR-
TASASMITA, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Wakil
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, IDA BAGUS WIDJA, SH.
dan Ny. MARIANNA SUTADI, SH., sebagai Hakim-Hakirm Anggota dan diy-
capkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Jjuga oleh Ketua Sidang
tersebut, dengan dihadiri oleh IDA BAGUS WIDJA, SH., dan Ny. MARI-
ANNA SUTADI, SH., Hakim-hakim Anggota dan BINSAR P, PAKPAHAN,
Panitera-Pengganti, dengan tidak. dihadiri oleh.kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA,
ttd. ttd.
IDA BAGUS WIDJA, SH, M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA., SH.
ttd.

Ny. MARIANNA SUTADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
BINSAR P. PAKPAHAN

Biaya-biaya :

Lo MEterai v Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..o, Rp, 1.000,-
3. Adninistrasi Peninjavan kembali ~ Rp. 1.993.000.-

Jumlah Rp. 2.000.000,-
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Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Direktur Perdata Niaga

ttd.

PARWOTOC WIGNJOSUMARTO, SH.
NIP 040 018 142
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PUTUSAN

Nomor : 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo.
Nomor : 24/PAILIT/2000/PN.NYAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa
dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU} memberikan putusan dalam perkara;

PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk berkedudukan di Jalan Cideng
Barat No. 79 jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timbul
Thomas Lubis, SH., LLM., dan Dr. M. Idwan Ganie, SH., Advokat Kon-
sultan Hukom pada Kantor Law Firm Lubis, Ganie, Surow1dJ0}o berkan-
tor di Imperium, lantai 30, Suite A3-4, J1. HR Rasuna Said, Kav. 1, Kuning-
an Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga] 19
April 2000, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

"Melawan O o
Tim Likuidasi Pt. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) berkedudukan
di JI. K.H. Wahid Hasyim No, 65 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Alfonso Napitupulu, SH. dan kawan-kawan Advokat/Peng-
acara ALFONSO NAPITUPULU, SH. & ASSOCIATES yang berkantor
di Kompleks Ruko Tekstil Blok E.2 No.3 Jalan Arteri Mangga Dua, Ja-

karta 14430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2000,
selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut; _ _
. Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Hakim Pengawas Pengurus DeblturfPe-
mohon, Kreditur/Termohon, dan para Kreditur lainnya;

TENTANG DUDUK PERI(ARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permochonannya tanggal 02
Mei 2000 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga dengan register No. 07/PKPU/
2000/PN.NIAGA.JKT.PST. mengajukan permohonan PKPU sebagai Tangga-
pan atas permohonan pailit No. 24/PAILIT/2000/PN.JKT.PST yang diajukan
Termohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut
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Bahwa pada tanggal 12 April 2000 Tim Likuidasi SBU telah mendaftar-
kan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap CBE dan terdaftar pada No-
mor : 24/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST,;

Bahwa CBE adalah suatu perusahaan yang telah go public yang bergerak
di bidang produsen pakaian jadi baik untuk di jual dipasar luar negeri
(exporf) maupun dalam negeri (rerel) dan saat ini mempekerjakan seban-
yak 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) karyawan;

Bahwa menurut Tim Likuidasi SBU dalam Surat Pernyataan Permohonan

" Pailit, jumlah tagihan pokok pinjaman SBU terhadap CBE adalah sebesar

USS 1,333,501.55 (satut juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu-lima ratus satu
Dollar Amerika Serikat dan lima puluh lima sen), jumlah mana belum

- termasuk jumlah tagihan atas bunga yang tertunggak.

Bahwa disamping PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi), CBE
masih mempunyai kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana dirinci datam
pertelaan yang merupakan lampiran dari Permohonan ini sebagaimana di-
syaratkan Pasal 93 Peraturan Kepailitan (bukti P-1);

Bahwa pada saat ini, CBE group sedang dalam tahap negosiasi secara
menyeluruh dengan para kreditur CBE dan para kreditur CBE group guna
proses restrukturisasi hutang-hutang CBE dan CBE Group secara menye-

. luruh sebagaimana terbukti dengan diadakannya Rapat Para Kreditur pada
tanggal 17. April 2000, bertempat di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, di-

mana dalam rapat tersebut dihadiri oleh para Kreditur CBE dan para
Kreditur dari CBE Group (Bukti P-2);.

Bahwa. Pemohon masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat

- dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran
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hutangnya dan kemungkinann untuk melakukan pembayaran kepada para
kreditur masih tetap ada bila dilihat dari nilai asset sebagaimana tercermin
dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 1998 dan 1997 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata & Rekan dan laporan keuangan pe-
rusahaan (in house) yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember
1999 dan 1998 (“Laporan Keuangan”) (Bukti P-3), sebagai berikut :

— Total asset yang dimiliki CBE per 31 Desember 1999 adalah sebesar
. Rp.27.845.823.059,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat
puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima puluh sembilan
rupiah); '
~ Total kewajiban per - 31 Desember 1999 adalah sebesar
Rp.183.095.968.916,00 (seratus delapan puluh tiga milyar sembilan
puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus
enam belas rupiah);
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Bahwa berdasarkan laporan keuangan terbukti bahwa CBE maupun CBE
Group memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan hu-
tang-hutangnya;

Bahwa sehubungan dengan rencana perdamaian yang telah dimulai pada
tanggal 17 April 2000 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 5 (lima) di
atas, CBE maupun CBE Group dan para Kreditur masih memerlukan
waktu untuk dapat membahas lebih lanjut proposal Restrukturisasi Awal
yang telah diajukan oleh CBE dan CBE Group kepada krediturnya pada
saat Rapat Para Kreditur Pertama pada tanggal 17 April 2000 (bukti P-4),
sedangkan Rencana Perdamaian sebagaimana disyaratkan Pasal 213 ayat
(2) Peraturan Kepailitan akan diajukan oleh CBE kemudian;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan menunjuk Pasal 217 (6) dan
Pasal 214-(2) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu) No. 1 Tahun 1998, mohon Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Ja-
karta Pusat berkenan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan hail-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua:Pengadilan Ntaga/

Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1.
2.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon dalam keadaan Penundaan Kewaj;ban Pembayaran
Utang (PKPU); - -

Menunjuk Pengurus dan Hakim Pengawas;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sead;l-

adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU tersebut Majeils Haklm da-

tam putusannya tanggal 11 Mei 2000 memberikan putnsan yang amarnya seba-
ga1 berikut :

Mengabuikan permohonan Pemohon

Menetapkan Penundaan . Sementara Kewaijan Pembayaran Utang PT.
Concord Benefit Enterprises, Tbk./Pemohon;

Menunjuk - Sdr. Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN SH Hak:m pada'.
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; -

Mengangkat Sdr. Ny. Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., ‘alamat™: Jalan
Garuda No.71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat; sebagai Pengurus;. -
Menetapkan hari persidangan untuk pemberian ataii penolakan’ Perundaan

Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap pada han SELASA tanggal 20
Juni 2000;
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- Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Debitur dan Kreditur
yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap
dalam sidang yang diselenggarakan sebagaimana tersebut di atas;

— Menetapkan biaya permohonan ini dan upah pengurus akan ditentukan
sctelah Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang selesai;

" Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberikan perpanjangan
PKPUT, dan atas permohonan' tersebut mayoritas Kreditur menyetujui, lalu
Majelis Hakim dalam putusannya tanggal 20 Juni 2000, memberikan putusan
yang amarnya sebagai berikut : -

- Mengabulkan permohonan PKPU sementara;
— Menyetujui PKPU tetap dari Pemohon;

~ Menetapkan hari persidangan selanjutnya pada hari : RABY, tanggal 20
Desember 2000,

— Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Debitur, Kreditur untuk
hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut;

— Menetapkan bahwa ongkos perkara dan biaya Pengurus ditangguhkan sam-
pai perkara PKPU tetap selesai;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberikan perpanjangan
PKPUT, dan atas permohonan tersebut mayoritas Kreditur menyetujui, lalu
Majelis Hakim dalam putusannya tanggal 20 Desember 2000, memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PT. Concord Benefit Enterprises, Thk.;

2. Memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap
(PKPUT) kepada Pemohon PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk. selama
" 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan sidang berikutnya, Jun1’at, 02 Pebruari 2001;

4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Kreditur agar hadir
pada sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, baliwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus,
pada sidang tanggal 02 Februari 2001, Pemohon ada mengajukan Rencana
Perdamaian, - dan atas Rencana Perdamaian, telah diadakan tiga kali rapat
kreditur, terakhir tanggal 30 Januari 2001, yaitu rapat kreditur tentang pemun-
gutan suara (voting),

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Februari 2001, Majelis Hakim telah
menerima surat/laporan dari :

1. Hakim Pengawas berikut lampirannya : Berita Acara Rapat Kreditur tang-
gal 30 Januari 2001, pada pokoknya mengatakan bahwa Rencana Per-
damaian yang diajukan oleh Debitur dapat diterima oleh Kreditur;
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2. Pengurus berikut 17 (tujuh belas) lampirannya, pada pokoknya menga-
takan Rencana Perdamaian diterima oleh Mayoritas Kreditur dan mohon
untuk disahkan; :

3. Debitur/Pemohon; pada pokoknya memohon agar perdamaian disahkan;

Kreditur/Termohon PT. Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) berikut
lampirannya : Lampiran 2 jumlah utang yang direstruktarisasi (bukti 1)
dan Rencana Perdamaian PT. .Concord Benefit Enterprises Thk {bukti 2),
pada pokoknya menolak untuk melakukan pengesahan Perdamaian; -

5. Kreditur PT. Panca Muspan dan Agus Anwar, pada pokoknya menaclak
pengesahan perdamaian;

dan juga telah. didengar keterangan lisan dari :

6.  Kreditur PT. Jaya Bank International qg. BPPN; PT. Kharlsma qaq. BPPN;
PT. Bank Tabungan Negara qq. BPPN yang bersikap abstain;

7. PT. Bank Dai-Ichi Kangyo Indonesia menolak Rencana Perdamaian;
PT. Bank Merincorp, tidak berkomentar karena tidak hadir saat voting,
PT. Tata International Multl Fmance menerima Rencana Perdamamn

10. PT. Bank Ficonesia, menerima Rencana Perdamalan

11. PT. Sigma Batara, menerima Rencana Perdamaian;

12. PT. Indover Bank, menerima Rencana Perdamaian;

13. PT. Winner Garment Manufacturing menerima Rencana Perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menerima surat dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. S-265/LIT/LD/BPPN-AMC/
0201, tanggal 5 Februari 2001, Hal : Pengajuar Keberatan Secara Termhs

Menimbang, bahwa untuk mempersmgkat uraian keputusan ini, maka se-
gala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Si-
dang, dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian dari keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Memmbang, bahwa isi permolionan Pemehon pada hakekatnya adalah
agar kepadanya dapat diberikan PKPU dengan maksud untuk mengajukan
Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian
utang-utangnya kepada Kreditur;

Menimbang, bahwa Pemohon/Debitur telah mengajukan Rencana Per-
damaian, dan atas Rencana Perdamaian tersebut telah diadakan voting oleh
Pengurus yang dipimpin oleh Hakim Pengawas sesuai dengan tugas, wewenang
dan tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengurus' dan Hakim pada si-
dang tanggal 02 Februari 2001, dari hasil voting tersebut, yang dihitung ber-
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dasarkan Pasal 265 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sc-
lanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan (UUK), Pengurus dan Hakim
Pengawas, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berpendapat bahwa
mayoritas Kreditur menyetujui atau menerima.Rencana Perdamaian,;

:Menimbang, bahwa hasil voting tersebut adalah sebagai berikut

— Kreditur yang hadir 13; abstain 3, sehingga suaranya tidak dihitung, maka
yang dihitung hanya 10 kredltur dengan Jumiah tagihan Rp.220.770.581.571
(=100%);

— Kreditur yang menerima Rencana Perdamaian 6, dengan jumlah tagihan
Rp.183.344.538.946,- (=81,69%);

- Kreditur yang menolak Rencana Perdamaian 4, dengan jumlah tagihan
Rp.40.426.042.626,- (=18,31%),
Menimbang, bahwa karena mayoritas Kreditur menerima Rencana Per-
damaian maka Rencana Perdamaian berubah menjadi Perjanjian Perdamaian;
Menimbang, bahwa Perdamaian yang diterima oleh mayoritas Kreditur
tersebut dan telah ditandatangani oleh Kreditur yang menerima, Debitur dan
diketahui/disaksikan oleh Hakim Pengawas dan Pengurus, adalah Perjanjian
Perdamaian tanggal 30 Juni 2001 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Pembayaran terhadap Kreditur |
PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi)

(1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur I yaitu PT.
Sejahtera Bank Utnum (Dalam Likuidasi) sebesar Rp.16.582.010.837,-
{(enam belas milyar lima ratus delapan puiuh dua juta sepuluh ribu deiapan
ratus tiga puluh tujuh rupiah); -

) Bahwa oleh karena Kreditur 1 tidak menyetujui Recana Perdamalan yang
disampaikan oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang tertampir da-
lam perjanjian ini, maka untuk pembayaran Kreditur [ akan d11aksanakan

- 'sesual dengan ketentuan Pasal 17 daiam per_]anjaan 1m

pasal 1l

Pembayaran terhadap Kreditur Il .
- PT. Bank Tabungan Negara qq. BPPN

(1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur II yaitu PT.
Bank Tabungan Negara qq. BPPN adalah. sebesar Rp.43.966.138.229,-
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(empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus tiga
puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang
tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh
Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini
dan mempunyai kekuvatan hukum vang sama;

Pasal 11X

Pembayaran terhadap Kreditur I11
PT. Bank Kharisma qq. BPPN

Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur {11 yaitu PT,
Bank Kharisma gq. BPPN adalah sebesar Rp.6.519.364.917,- (Epam
milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu
semnbilan ratus tujuh belas rupiah);

Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanasnnya dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang
tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh
Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal IV
Pembayaran terhadap Kreditur IV
PT. Bank Dai-Ichi Kangyo Indonesia

Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur IV yaitu PT.
Bank Dai-Ichi Kangyo Indonesia adalah sebesar Rp.19.927.482.715,-
(sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh tujubh juta empat ratus
delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Bahwa oleh karena Kreditur 1V tidak menyetujui Recana Perdamaian
yang disampaikan oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang terlampir
dalam perjanjian ini, maka untuk pembayaran Kreditur IV akan dilak-
sanakan sesuai dengan ketentuan Pasal X VIII dalam perjanjian ini;

Pasal V

Pembayaran terhadap Kreditur V
PT. Sigma Batara

Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur V yaitu PT.
Sigma Batara adalah sebesar Rp.48.451.738.899,- (empat puluh delapan
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mityar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu
delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran uiang
tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh
Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini
dan mempunyai keluatan hukum yang sama;

Pasal VI

Pembayaran terhadap Kreditur V1
PT. Indover Bank

Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur VI yaitu PT.
Indover Bank adalah sebesar Rp.80.752.898.166,- {delapan puiul milyar
tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu
seratus enam pulub enam rupiak);

Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksahaannya dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang
tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh
Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal VII

Pembayaran terhadap Kreditur VH
PT. Winner Garment Manufacturing

Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang pokok kepada Kreditur VII
yaitu PT. Winner Garment Manufacturing adalah sebesar Rp.1.830.331.420,-
(satu milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratas tiga puluh satu riba
empat ratus dua puluh rupfah);

Bahwa oleh karena dalam Rencana Perdamaian tanggal 26 Januari 2001
tidak mengatur pembayaran kepada Kreditur VII maka akan diatur kema-
dian oleh Debitur dan Ireditur VII secara khusus yang kemudian akan
dilampirkan dalam perjanjian dan memiliki ketentuan hukum yang sama
dengan perjanjian ini;

Pasal VH1

Pembayaran terhadap Kreditur VII]
PT. Bank Finconesia

Bahwa Debitur mengakui mempunyai vtang pokok kepada Kreditur VII
yaitu PT. Bank Finconesia adalah sebesar Rp.24.146,386.075,- (dua puluh
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empat milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus cie}apan puluh enam

ribu tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran ‘utang
tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh
Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal IX
Pembayaran terhadap Kreditur IX
PT. Panca Muspan

Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang pokok kepada Kreditur [X
yaitu PT. Panca Muspan adalah sebesar Rp.814.262.171,- (delapan ratus
empat belas juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu
rupiah); _ . i . : -

Bahwa oleh karena Kreditur IX. tidak menyetujui Recana Perdamaian
yang disampaikan oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang terlampir
dalam perjanjian ini, maka untuk pembayaran Kreditur IX sesuai dengan
ketentuan Pasal XVIII;

Pasal X
Pembayaran terhadap Kreditur X
Agus Anwar

Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang pokok kepada Kreditur X
yaitu Agus Anwar adalah sebesar Rp.3.102.286.903,- (tiga milyar seratus
dua juta dua ratus delapan puluh enam rlbu semhllan ratus tiga rupiah);

Bahwa oleh karena Kreditur X tidak menyetuju: Recana Perdamaian yang
disampaikan oleh Debitur tertanggal 26_Januar: 2001 yang terlampir da-
lam perjanjian ini, maka untuk pembayaran Kreditur X sesuai dengan
ketentuan Pasal XVIII; o .

Pasal XI

Pembayaran terhadap Kreditur X1
PT. Bank Merincorp

Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur X1 yaitu PT.
Bank Merincorp adalah sebesar Rp.9.206,352.474,- (sembilan milyar dua
ratus enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat 1atus tujuh puluh em-
pat rupiah);
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Bahwa Ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang
tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perddmaian yang dibuat oleh

_Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini

dan mempunyai kelcuatan hukum vang sama;

Pasal X1

Pembayaran terhadap Kreditur X1I
PT. Tata International Multi Finance

Bahwa Debitur mengakui mempunyai wtang kepada Kreditor XII yaitu
PT. Tata International Mulfl Finance adalah sebesar Rp.25.144.827.053,-
(dua puluh lima milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus dua
puluh tujuh ribu lima pulub tiga rupiah);

Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang
tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh
Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal X1

Pembayaran terhadap Kreditur XHI
PT. Setiajaya Jakarta

Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur XIII yaitu
PT. Bank Setiajaya Jakarta adalah sebesar Rp.150.144.560,- (seratus lima
puluh juta seratus empat puluh erpat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang
tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh
Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal X1V
Pembayaran tethadap Kreditur XIV
PT. Total Thread Indonesia

Bahwa Debif_u_r mengakui mempurnyai utang kepada Kreditur XIV yaitu
PT. Total Thread Indonesia adalah sebesar Rp.18.357.333,- (depalan be-
las juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang
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tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh
Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

. PasalXV o
Pembayaran terhadap Kreditur XV
- .PT. Bank Jaya International gg. BPPN

Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur XI yaitu PT.
Bank Jaya Intérnational qq. BBPN adalah sebesar Rp.19.074.184.628,-
(sembilan belas milyar tujuh puluh empat juta seratus delapan puloh em-
pat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah); -

Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan
ketentuan lainnya yang ‘berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang
tersebut -disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian ‘yang dibuat oleh
Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; - : '

Pasal ¥VI
Sanksi atas Kelalaian Debitur

Bahwa walaupun perdamaian PKPU ini telzh mendapat putusan pengesah-
an dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai-
mana ‘dimaksud dalam Ketentuan Pasal XVIII ‘dari Perjanjian ini, akan
tetapi dapat dianggap dan disetujui menjadi batal apabila Debitur telah
lalai memenuhi salah satu ketentuait sebagai berikut : oo _

(a) Debitur tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 1 sampal dengan Pasal
XV dan Pasal XVIII baik ayat pei ayat maupun salah satu lampiran-
lampirannya yang telah disetujui oleh Debitur dan para Kreditur yang
terlampir dalam perjanjian inj;

(b) Tidak memenuhi atau terlambat melakukan pembayaran kepada Pe-
ngurus, baik biaya kepengurisan maupun honor Pengurus vang telah
ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat; LT o

Bahwa apabila Debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana di-

sebutkan pada Pasal XVI ayat (1) butir (a) dan (b) di atas, maka. Perjan-

Jian ini menjadi batal demi hukum dengan sendirinya, dan demi hukum

pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri J akarta Pusat menyatakan

Debitur dalam keadaan Pailit dengan segala akibat bukumnya, dan segala

pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur (apabila ada), akan

diperhitungkan di kemudian hari dengan kewajiban-kewajiban Debitur
kepada masing-masing para Kreditur;
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Pasal XVil
Ketentuan Lainnya

(1) Bahwa oleh karena Kreditur I, IV, IX dan X tidak menyetujui Rencana
Perdamatan vang disampaikan Debitur tertanggal 26 Januari 2001 akan
tetapi telah kalah dalam pemungutan suara sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 265 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka
Kreditur tersebut berkewajiban memenuhi kewajiban dan tundulk terhadap
Ketentuan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur, meskipun
apabila Kreditur tersebut tidak menandatangani perjanjian perdamaian ini;

(2) Bahwa dari ketentuan Pasal XVII ayat (1) tersebut maka untuk pem-
bayaran utang Kreditur I, IV, IX dan X akan dibayarkan secara konsinyasi/
titipan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

(3) Bahwa untuk hak-hak lain Kreditur I, IV, IX dan X akan tunduk dan
menunjuk kepada ketentuan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debi-
tur, yang pelaksanaannya akan dilakukan Debitur dicatat dalam Berita
Acara tertentu sebagai penyelesatan terhadap Kreditur tersebut;

Pasal XVIII

Pengesahan oleh Pengadilan Niaga
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini setelah disepakati dan ditandatangani oleh
Debitur dan para Kreditur khususnya Kreditur yang menyetujui Rencana Per-
damaian serta mendapat putusan pengesahan dari Pengadilan dan telah mem-
peroleh kekuatan hukum yang tetap adalah merupakan suatu atas hak sebagai-
mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 Undang-undang No. 4 Tahun 1998
tentang Kepailitan, terhadap pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam Perjan-
jian Perdamaian ini serta Rencana Perdamaian yang telah disetuju;

Pasal XIX
Perjanjian Berakhir

(1) Bahwa Perjanjian Perdamaian dinyatakan berakhir apabila Debitur tidak
melaksanakan isi Perjanjian ini sebagaimana mestinya yang telah diatur
dalam pasal-pasal” di atas beserta ketentuan-ketentuan dalam lampiran
yang mengikutinya, yang dilanjutkan dengan adanya putusan pailit seba-
gaimana ketentuan Pasal XVI ayat (2);

(2) Bahwa Perjanjian ini baru dapat dinyatakan berakhir apabila Debitur telah
melaksanakan seluruh isi dari pasal-pasal, ayat per ayat dalam perjanjian
ini serta ketentuan-ketentuan dalam lampirannya secara baik dan benar
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- sampai dengan batas akhir dari tahun dan bulan yang telah disetujui oleh
para pihak;

Pasal XX

Penutup

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak
dalam keadaan sadar, sehat lahir bathin, tidak ada paksaan, maupun bujukan
dari pihak lain dalam rangka 20 (dua puleh) yang sama bunyinya dan masing-
masing berkekuatan hukum yang sama, dibubuhi meterai yang cukup, di hadap-
an Hakim Pengawas, Ny. Christipurnamiwulan, SH. dan Pengurus Saudari Hj.
Tuti Sri Suharti, SH., maka kemudian para pihak setuju Perjaniian Perdamaian
int dimintakan putusan- Pengesahan -pada Pengadilan, satu dan lain sesuai
ketentuan Pasal 269 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
untuk dipergunakan sebagaimana mestmya sesuai dengan peraturan pemndang-
undangan yang ber}aku

Memmbang, ‘bahwa karena Rencana Perdamaian diterima oleh mayoritas
kreditur, dan menjadi Perjanjian Perdamaian, maka berdasarkan Pasal 268 ayat
(1) UUK, Hakim Pengawas pada sidang tanggal 2 Februari 2001 melaporkan
kepada Majelis Hakim untuk ciapat tidaknya disahkan Perjanjian Perdamaian
tersebut;

Menimbang, bahwa karena Rencana 'Perdamatan ‘yang dxa_;ukan oleh
Pemohon/Debitur dapat diterima oleh mayoritas Kreditur, maka méenuiut Pasal
269 ayat (1) UUK, Pengadilan-atau Majelis Hakim wajib membenkau putusan
mengenai pengesahan Perjanjaan Perdamaian tersebut; -

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum Majelis Haklm memberlkan -
tusan pengesahan Perjanjian Perdamaian, perlu dipertimbangkan apakah ada
alasan-alasan untuk menolak pengesahan seperti yang dikemukakan oleh Kre-
ditur yang menolak pengesahan, sebagaimana -diatur secara- lumtatlf dalam
Pasal 269 ayat (2) huruf a sampai dengan d UUK; :

Menimbang, baliwa Pasal 269 ayat (2) UUK mengatakan :

(2) Pengadilan hanya dapat meno}ak untuk meiakukan pengesahan per~
daniaian, apabila

a. Harta debitur, termasu%c barang barang untuk mana d;laksanai\an hak
retensi, jauh 1eb1h besar daupada jumlah yang dlseugu; dalam per-
damatan, o

b. .Pelaksanaan Peldamalan ildaE\ cukup terjamm

c. Perdamaian itu dicapal karena penipuan, atau sekongkol dengan saty
atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang ti-
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dak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain
bekerjasama untuk mencapai hal ini;

d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus
belum dibayar atan tidak memberikan jaminan untuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa Kreditur PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likui-
dasi) dalam suratmya tanggal 02 Februari 2001 No. 311 1/ALNA/IG], poin 12,
Kreditur PT. Panca Muspan dan Agus Anwar dalam suratnya poin 8, menolak
pengesahan Perdamaian dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 269 ayat
(2) huruf b dan ¢ UUK;

Menimbang, bahwa alasan menolak pengesahan Perdamaian yang dike-
mukakan oleh PT. Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) sebagaimana diatur
dalam Pasal 269 ayat (2) huruf b UUK, harus dikesampingkan; sebab, ber-
dasarkan Surat Pernyataan dari Debitur tanggal 02 Februari 2001, bahwa
Debitur menundukkan diri untuk memenuhi setlap dan seluruh ketentuan yang
chatar dalam Rencana Perdamaian. Selain itu, dalam Perjanjian Perdamaian
Pasal X1V, Sanksi atas Kelalaian Debitur, Debitur menjamin pelaksanaan
Perjanjian Perdamalan dan apabila Debitur lalai melakukan kewajibannya,
maka Perjanjian Perdamaian batal demi hukum dan Debitur dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa alasan penolakan pengesahan Perdamaian yang dike-
mukakan oleh Kreditur PT. Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi), PT.
Panca Muspan dan Agus Anwar, sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (2)
huruf ¢ UUK, juga harus dikesampingkan; sebab semua alasan tersebut harus
dibuktikan dengan suatu putusan (hakim pidana) yang telah berkekuatan hu-
kum tetap tentang adanya : penipuan; atau persekongkolan; atau upaya-upaya
lain yang tidak jujur; yang dilalukan oleh Debitur/Pemohon dan atau pihak
lain, sedangkan dalam perkara ini, tidak ada bukti tersebut, dan Hakim Niaga
tidal berwenang melakukan pemeriksaan mengenal ada atau tidak ada perbua-
tan kriminal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan
menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (2)
huwrufa dan d UUK;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana diatur dalam huruf a UUK,
sepanjang penelitian Majelis Hakim dari berkas perkara ini, tidak terdapat alas-
an tersebut yakni tidak ada faporan hasit penelitian dari Appraser Independen
yang menilai harta Debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan penolakan Pengesahan Perdamaian
sebagaimana diatur dalam huruf d UUK, juga tidak ada, Sebab, berdasarkan
Surat Pernyataan Debitur tanggal 02 Februari 2001, Debitur telah menjamin
akan membayar segala biaya yang ditentukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sepanjang
penelitian Majelis Hakim, setelah mendengar dan mempelajari laporan Hakim
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Pengawas, Pengurus, Debitur/Pemohon, Kreditur/Termohon, dan Kreditur
lainnya, tidak ditemukan bukti adanya alasan-alasan untuk menolak pengesah-
an Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (2) huruf a sampai
dengan d UUK;

Menimbang, bahwa memang ada keberatan-keberatan lain di luar yang
diatur Pasal 269 ayat (2) UUK, yang dikemukakan oleh Kreditur/Termohon,
BPPN dan PT. Panca Muspan dan Agus Anwar yakni mengenai status Kreditur
PT. Winner Garment Manufacturing dan mengenai kewajiban PT. Panca
Muspan dan Agus Anwar;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut, telah diselesaikan oleh
Hakim Pengawas sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, dan dapat di-
buktikan dari Daftar Kreditur yvang dibuat oleh Pengurus, diketahui Hakim Pe-
ngawas dan disetujui Debitur, dalam lampiran 16 Laporan Pengurus tanggal 20
Desember 2000; yang dalam Daftar Kreditur tersebut termasuk PT. Winner
Garment Manufacturing dan piutang PT. Panca Muspan dan Agus Anwari juga
telah ditentukan jumlahnya;

Menimbang, bahwa dalam rapat-rapat Kreditur, sesuai dengan daftar hadir
PT. Winner Garment Manufacturing selalu hadir sebagai salah satu Kreditur
dari PT. Concord Benefit Enterprises Tbk dan berhak memberikan suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keberatan lain dari
BPPN sesuai suratnya tanggal 05 Februari 2001 No. S-265/LIT/LD/BPPN-
AMC/0201 dengan sikap abstain;

Menimbang ,bahwa UUK tidak mengatur tentang suara abstain. UUK
hanya mengenal tentang suara : menerima atau menolak Rencana Perdamaian,
sehingga timbul permasalahan dalam praktek peradilan niaga, yaitu : apakah
kreditur yang abstain pada saat voting, dihitung atau tidak suaranya?;

Menimbang, bahwa pada azasnya Kreditur yang bersikap abstain adalah
Kreditur yang bersikap netral, tidak menerima dan juga tidak menolak; se-
hingga adil dan bijaksana apabila Kreditur yang hadir tetapi bersikap abstain
dalam voting, suaranya tidak dihitung;

Menimbang, bahwa apabila. Kreditur yang bersﬁ(ap abstain dihitung
suaranya pada saat vofing maka akan timbul permasalahan : dikelompokkan ke
mana Kreditur tersebut? Apakah dikelompokkan kepada Kreditor yang
menerima atau yang menolak Rencana Perdamaian? Padahal Kreditur yang
_bersikap abstain adalah sama artinya dengan tidak menerima dan atau tidak
menolak, namun tetap mentaati isi putusan;

Menimbang, bahwa dalam acara voting pada um’itmhya, baik yang di-
selenggarakan oleh organisasi formal kenegaraan maupun yang diselenggara-
kan oleh organisasi-organisasi/institusi-institusi -lainnya, menurut kebiasaan,
bahwa peserta yang hadir dengan sikap abstain, tidak dihitung suaranya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka BPPN
yang hadir untuk mewakili tiga kreditur pada saat voting, namun karena sikap
abstain, tidak dihitung suaranya;

Menimbang, bahwa hakekad dari PKPU adalah untuk memberikan waktu
yang cukup bagi Debitur guna bernegosiasi merestrukturisasi utang-utangnya
dengan Kreditur sehingga terdapat kesepakatan bersama yang dituangkan da-
lam Perjanjian Perdamaian, jadi bukan untuk likuidasi maupun pemailitan;

Menimbang, bahwa Debitur PT. Concord Benefit Enterprises Tbk., seba-
gai suatu perusahaan publik yang masih berjalan (going concern) dan mem-
punyai prospek yang baik dengan mempekerjakan ribuan karyawan serta mem-
berikan kontribusi pajak bagi negara, cukup beralasan dan patut diberikan ke-
sempatan untuk membayar utang-utangnya sesuai dengan Perjanjian Per-
damaian yang diterima oleh mayoritas Kreditur ketimbang mempailitkannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menolak pengesahan
Perdamaian, maka Pengadilan, berdasarkan Pasal 269 ayat (1) UUK, wajib
mengesahkan Perdamaian yang disepakati oleh Debitur dan mayoritas Kreditur;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus, karena belum ada
pengajuan perhitungan dari Pengurus dan Hakim Pengawas, maka akan
ditetapkan kemudian; '

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara, karena permohonan PKPU
ini adalah terutama untuk kemungkinan Pemohon, maka ongkos perkara dibe-
bankan kepada Pemohon;

Memperhatikan : Pasal 265, 268, 269 dan 273 UUK dan peraturan pe-
rUndang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENUTUSKAHN:

1. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Januari 2001 yang di-
buat dan ditandatangani oleh Debitur/Pemohon PT. Concord Benefit Enter-
prises, Tbk. dengan para Kreditur lainnya : PT. Tata International Multi Fi-
nance; PT. Bank Finconesia; PT. Sigma Batara; PT. Total Thread Indone-
sia; PT. Indover Bank dan PT. Winner Garment Manufacturing;

2. Menghukum Debitur/Pemohon, Kreditur/Termohon, dan kreditur lainnya
untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;

3. Menyatakan imbalan jasa Pengurus ditetapkan kemudian;
4. Menghukum Debitur/Pemohon membayar ongkos perkara sejumiah
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada
hari @ Jum’at, 09 Februari 2001 yang terdiri dari’ SYAMSUDIN MANAN
SINAGA, SH..MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Ny. PUTU SUPADMI,
SH. dan ERWIN MANGATAS MALAU, SH., masing-masing sebagai Hakim
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Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari senin, 12 Februari 2001, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh YANWITRA, SH. seba-
gai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon
dan Kreditor lainnya;

HARKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA,
ttd. ttd.
Ny. PUTU SUPADMIL SH.  SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.
ttd.

ERWIN MANGATAS MALAU, SH.

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
YANWITRA, SH.

Yurisprudensi Malikgmnah Agung RS 201






